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PERSEMBAHAN

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1.

Bapak Sudianto dan Ibu Supariatin tersayang, yang telah menjadi motivator
terbesar dalam hidup saya yang tidak pernah bosan mendo’akan dan
menyayangi saya dengan sepenuh hati yang ikhlas dan juga pengorbanan yang
luar biasa dan kesabaran untuk membimbing saya menjadi pribadi yang lebih
baik lagi.

Adik-adik saya Dianti J. A, Nuzulia L. R, Muhammad Rozigin S, yang sudah
mendukung saya dan orang spesial buat saya Andrik Setiawan yang selalu
menemani saya dengan tulus dan penuh kasih sayang dari awal kuliah sampai
sekarang saya menghadapi tugas akhir dan juga memberi semangat, dukungan,
motivasi dan canda tawa sehingga saya tidak jenuh dalam menyelesaikan tugas

akhir ini.

. Keluarga besar dari Bapak maupun lIbu saya terimakasih sudah memberi

semngat dan perhatian dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Semua teman-
teman dan Sahabat-sahabat saya Mu’linatul Bariyyah, Isni Fauziah, Relita
Puspa Indah, Dea Noviliana Purnomo Putri, Rachma Yushardianti, Diyah
Melati, Leoni Indyra, Riska Dwi Azizah, Riski Nurmaulinikmah dan Casilda

yang sudah memberi semangat, membantu dan menemani saya dengan ikhlas.

. Keluarga besar DPPK khususnya di bidang PBB dan BPHTB yang telah

memberi arahan dan menuntun saya untuk mengerjakan laporan tugas akhir;

. Almamaterku tercinta Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas

Jember.
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MOTTO

“Barang siapa yang menjalani akan satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan,
memudahkan Allah SWT baginya akan jalan ke Surga™
(Riwayat Muslim)*

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh™

(Andrew Jackson)®

! Riwayat Muslim

2 Andrew Jackson. Contoh motto terbaru dalam skripsi.
http://www.maribelajarbk. web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-
skripsi.html.
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PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aliffia Nur Yanuarsih
NIM :130903101028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata (LPKN)
yang berjudul ”Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya
sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah
diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung
jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus
dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan
dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 April 2016
Yang menyatakan,

Aliffia Nur Yanuarsih
NIM 130903101028
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UNIVERSITAS JEMBER
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JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA 11l PERPAJAKAN

PERSETUJUAN
Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma
Il Perpajakan Jurusan Illmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan limu Politik

Universitas Jember.

Nama - Aliffia Nur Yanuarsih

NIM : 130903101028

Jurusan : llImu Administrasi

Program Studi : Diploma 11 Perpajakan

Judul “Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi
Jual Beli pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bondowoso”

Jember, 21 April 2016
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001
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PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Validasi Surat Setoran
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual

Beli pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

telah diuji dan disahkan pada:

Hari > Senin
Tanggal : 27 Juni 2016
Tempat : Ruang Sidang Illmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan limu

Politik Universitas Jember.
Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M
NIP 197508252002121002

Sekretaris, Anggota,
M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP Yeni Puspita SE., ME
NIP 197410072000121001 NIP 19831012014042001
Mengesahkan

Dekan Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP 195207271981031003

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINGKASAN

Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso; Aliffia Nur Yanuarsih,
130903101028; 2016. 75 halaman; Program Studi Diploma Ill Perpajakan Jurusan
IImu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada tanggal 22 Februari 2016 sampai
dengan 22 Maret 2016 di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso bertujuan untuk mengetahui prosedur-prosedur perpajakan
seperti prosedur pembayaran, penelitian, dan perhitungan BPHTB atas jual beli
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bondowoso yang mencakup syarat-syarat dokumen yang diperlukan dalam hal
jual beli, dan juga dapat mengetahui semua kegiatan yang ada di Kantor Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso khususnya di
Bidang PBB P2 dan BPHTB secara praktek.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan,
sedangkan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak
pengelolaan beserta bangunan di atasnya.

Prosedur validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yaitu suatu langkah
yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bondowoso untuk mengoreksi kelengkapan dokumen, mencocokkan NOP yang
dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi
SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran, mencocokkan
NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan
NJOP bumi per meter persegi pada SPPT maupun sertifikat tanah, mencocokkan
NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB

dengan NJOP bangunan per meter persegi pada SPPT, meneliti kebenaran

vii
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penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif,
pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB
yang harus dibayar, dan meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

Setelah semua informasi objek pajak dalam SSPD-BPHTB sesuai dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Bidang pelayanan BPHTB
membubuhkan tandatangan dan stempel pada Formulir Permohonan Penelitian
SSPD-BPHTB yang telah diteliti.

Pelaksanaan validasi SSPD-BPHTB dilakukan setelah Wajib Pajak
melakukan pembayaran BPHTB terhutang dengan menggunakan SSPD-BPHTB
melalui Bank Jatim yaitu bank yang ditunjuk olen Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Penelitian SSPD-BPHTB
dilakukan oleh bagian pelayanan BPHTB. Setelah itu, SSPD-BPHTB akan
ditandatangani oleh Kasie Intens dan Ekstens PBB dan BPHTB yang kemudian
akan diberikan kepada wajib pajak untuk SSPD-BPHTB lembar 1, 2 dan 3 dan
Bagian Pelayanan BPHTB mengarsip SSPD-BPHTB lembar 4, formulir
permohonan penelitian SSPD-BPHTB, form pengajuan data dan berkas-berkas
wajib pajak terkait pengajuan validasi SSPD-BPHTB sebagai dokumentasi.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2004/UN25.1.2/SP/2016, Jurusan

IImu Administrasi, Program Studi Diploma 11 Perpajakan, Fakultas lImu

Sosial dan IImu Politik, Universitas Jember.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata
yang berjudul “Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso” dengan
lancar. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu
syarat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada jurusan IlImu Administrasi, Program
Studi DIl Perpajakan Fakultas IImu Sosial dan Iimu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari dorongan,
bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah ikhlas dan
senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima
kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas llmu Sosial dan
[Imu Politik Universitas Jember;

2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku ketua jurusan IImu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

3. Bapak Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma IlI
Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember;

4. lbu Yeni Puspita SE., ME, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
Bapak M. Hadi Makmur, S,Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Laporan
Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada
penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;

6. Bapak Galih Wicaksono,SE.,M.Si.,Ak selaku Dosen supervisi yang telah
memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata
(PKN);

7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi

kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu
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10.
11.

i 2

13.

penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik
Universitas Jember;

Ibu Dra. Farida, M.Si, selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Bondowoso yang telah menerima penulis untuk
melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Bondowoso;

Bapak Drs. Heru Sukamto, M. Si, selaku kepala bidang PBB dan BPHTB;
Seluruh staf dan karyawan bidang PBB dan BPHTB;

Seluruh keluarga besar saya, terutama ayah dan ibu saya tercinta, terimakasih
atas do’a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;

Teman-teman Diploma Ill Perpajakan angkatan 2013 dan semua pihak yang
telah membantu saya selama studi.

Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah
mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki

kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari

semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak

khususnya pembaca.

Jember, 2016 Penulis
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kebutuhan serta memerlukan
kebutuhan untuk membiayai pembangunan semua sarana dan prasana yang
bermanfaat bagi kehidupan seluruh rakyat Indonsesia. Salah satu upaya untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara
pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut salah satunya dari sektor pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh
pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk
menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut
masuk dalam APBD. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan
pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran
masyarakat dengan kewajiban membayar pajak dengan mematuhi aturan yang
telah ditetapkan oleh negara.

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan resmi menjadi
pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah (PDRD). Oleh karena itu,
diharapkan daerah bisa manambah aset Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso,
merupakan instansi daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bidang pendapatan dan pengelolaan
Keuangan. Tugas dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bondowoso menerima dan mengkoordinasikan segala pendapatan daerah
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termasuk pajak daerah dan pajak retribusi daerah. Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk
memungut pajak daerah yang meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, PBB Pedesaan dan Perkotaan, dan
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), sebagaimana
tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam
merumuskan kebijakan penerimaan pajak dan retribusi, mengadakan koordinasi
dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang panggilan
dan pengembangan pendapatan serta pengendalian pelaksanaan pemungutan
pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang mulai berkembang dan
mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan dengan baik
sumber daya manusia maupun alamnya. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bondowoso dari penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari
target yang ditetapkan, sebagaimana tercantum pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kabupaten Bondowoso
Tahun Anggaran 2014

Tahun 2014
No Jenis Pendapatan Target Realisasi
Penerimaan (RP)
(RP)

1 Pajak Hotel 441.000.000 796.887.661
2 Pajak Restoran 297.900.000 551.567.483
3 Pajak Hiburan 25.400.000 21.811.000
4 Pajak Reklame 202.400.000 339.417.305
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Tahun 2014
No Jenis Pendapatan Target -
. Realisasi
Penerimaan (RP)
(RP)
6 Pajak Parkir 26.000.000 40.385.600
7 Pajak Air Tanah 105.000.000 135.022.324
8 Pajak Mineral Bukan - 5.751.450
Logam dan Batuan

9 PBB P2 7.000.000.000 8.536.543.199
10 BPHTB 2.000.000.000 1.928.315.118
Jumlah 16.897.700.000 21.279.683.953

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016

Dari data yang ada pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah realisasi dari
setiap pajak daerah yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso terutama pada Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan
Pedesaan (PBB P2) serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) menyumbang pemasukan pada Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang
cukup tinggi nominalnya. Oleh karena itu, dilihat dari jumlah nominal yang cukup
tinggi, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan telah mendekati target yang ditetapkan yaitu target
untuk Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebesar Rp 7.000.000.000,-
dan sebesar Rp 2.000.000.000,- target untuk pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan.

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dikarenakan Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso berwewenang untuk mengelola
Pajak Daerah dan Retribusi daerah khususnya pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak BPHTB merupakan pajak yang produktif
untuk menambah Pedapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat dioptimalkan
sosialisasi dan pelayanannya. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak BPHTB
hampir mencapai target yang ditentukan, yaitu sebanyak Rp 1.928.315.118. Pada
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Tabel 1.2 berikut menunjukkan rincian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Tahun anggaran 2014 sampai dengan bulan Desember.

Tabel 1.2 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun
anggaran 2014 sampai dengan bulan Desember

Target Realisasi

No  BULAN (??g;* e(";‘?;)as
1 Januari 2.000.000.000 124.177.740
2 Februari 2.000.000.000 191.903.712
3  Maret 2.000.000.000 289.605.772
4  April 2.000.000.000 363.551.086
5 Mei 2.000.000.000 545.111.086
6 Juni 2.000.000.000 702.053.959
7 Juli 2.000.000.000 823.315.309
8  Agustus 2.000.000.000 866.387.385
9  September 2.000.000.000 1.123.576.943
10 Oktober 2.000.000.000 1.504.443.859
11 November 2.000.000.000 1.778.364.356
12 Desember 2.000.000.000 1.928.315.118

Jumlah

2.000.000.000

1.928.315.118

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016
Usaha pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengoptimalkan pajak
BPHTB vyaitu melalui sosialisasi dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mengoptimalkan
pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso menggunakan
prosedur validasi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB).Validasi
SSPD-BPHTB berguna untuk mencocokkan data objek pajak pada Surat Setoran
Pajak Daerah (SSPD-BPHTB) dan dokumen pendukung wajib pajak. Prosedur
validasi BPHTB tersebut berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang
dibuat oleh wajib pajak. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain
ketidakcocokkan antara lembar SSPD-BPHTB dengan dokumen pendukung wajib

pajak dalam pengajuan validasi, dan data pendukung wajib pajak tidak lengkap
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dengan syarat-syarat pengajuan validasi. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat
menyebabkan kesalahan pada besarnya pajak terhutang, serta keterlambatan dari
proses validasi SSPD-BPHTB. Persyaratan yang tidak lengkap dari wajib pajak,
akan memperlambat prosedur validasi SSPD-BPHTB karena wajib pajak harus
kembali untuk melengkapi data tersebut.

Dengan adanya keadaan tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan
pajak daerah BPHTB yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Bondowoso, tempat penulis melakukan Praktek Kerja Nyata
yang ditempatkan pada Bidang PBB P2 dan BPHTB di Bagian Pelayanan
BPHTB. Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai laporan tugas akhir dengan judul
“Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bondowoso*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dan data yang
diperoleh selama Praktek Kerja Nyata di Kantor Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, maka rumusan masalah yang
ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak
Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli

Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
a. Untuk mengetahui Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli Pada
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
secara teori maupun secara praktek langsung.
b. Untuk mengetahui tarif pajak dan cara perhitungan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan atau Bangunan atas jual beli.
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1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi Mahasiswa

1)

2)

3)

4)

Mengetahui Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli
Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bondowoso.

Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan
tentang tarif pajak dan cara perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan atau Bangunan atas jual beli.

Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan
seiring dengan adanya Undang-undang perpajakan yang sewaktu-
waktu dapat berubah.

Sebagai sarana untuk belajar dan memperoleh data dalam rangka

penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

b. Bagi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Bondowoso

1)

2)
3)

Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) nantinya
dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan
informasi timbal balik bagi mahasiswa dan Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.

Sebagai sarana menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan

instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang — undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum?”
(Mardiasmo,2011:1).

Ada pula para ahli yang mendefinisikan pajak yang melihat dari sudut
pandang fungsi Budgeter dari pajak. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan
pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan — peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran—pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2).

Dari definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri
khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

a. luran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara
baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa
uang (bukan barang).

b. Berdasarkan peraturan pajak dipungut berdasarkan Undang-undang sehingga
bersifat memaksa.

c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat
ditunjuk.

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yakni pajak digunakan
untuk kepentingan negara guna memakmurkan masyarakatnya dalam

menyelenggarakan pemerintahan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-undang tanpa jasa timbal balik

secara langsung untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peranan Yyang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan
digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk
pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi yaitu:
a. Fungsi anggaran (budgeter)
Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran — pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak
dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
b. Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih
tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah.
(Waluyo, 2008:6)

2.1.3 Pengelompokan pajak
Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi
berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut:
a. Menurut golongan
1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak
yang bersangkutan. Contoh: Pajak penghasilan (Pph).
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat
dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Menurut sifat
1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti
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memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak penghasilan
(Pph).

Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

1.

2.14

Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan
bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak
air permukaan dan pajak rokok.

b) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak
reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak
mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung
wallet, pajak pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17)

yaitu sebagai berikut:

a. Official assesment system

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang

terhutang. Ciri Official assesment system adalah sebagai berikut:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang kepada fiskus.
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2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self assesment system
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
harus dibayar.
c. Withholding system
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang

terhutang oleh wajib pajak.

2.1.5 Tarif Pajak
Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang (pajak
yang harus dibayar). Dari pengertian diatas, perhitungan pajak terhutang
menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan.
Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat
dinyatakan dalam prosentase.
Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4
macam, yaitu:
a. Tarif sebanding/proposional
Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya
nilai dikenai pajak.
Contoh: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan
dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
b. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai

normal berapapun adalah Rp 3.000,00.
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c. Tarif progresif
Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar.
Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang

pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25%

Di atas Rp 500.000.000,00 30%

d. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.2  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-
Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan
perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak
daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah
Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
1) Pajak Kendaraan Bermotor.
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
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3)
4)
5)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pajak Air Permukaan, dan
Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Pajak Hotel.

Pajak Restoran.
Pajak Hiburan.
Pajak Reklame.

Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Parkir.
Pajak Air Tanah.
Pajak Sarang Burung Walet.

12

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 bagian ketiga Pasal 85 dan Pasal

86 adalah sebagai berikut:

1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak

Pasal 85

yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat

terhutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya

SPPT oleh wajib pajak.
2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan

pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak

tanggal diterbitkan.
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3)

4)

1)

2)
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Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 86
Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

2.2.4 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009).

2.3

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berikut beberapa istilah dan pengertiannya terkait Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB).

a.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan
atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan

oleh orang pribadi atau badan;
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c. hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang pokok-pokok Agraria, Undang-undang No.16 Tahun 1985
tentang rumah susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
(Siti Resmi, 2015:260)

Jadi, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau

bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.3.2 Saat Berlakunya Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi

Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sepenuhnya
dialihkan ke kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari 2011, sehingga Undang-
undang Nomor 21 tahun 1997 tentang BPHTB stdd Undang-undang Nomor 20
tahun 2000 (UU BPHTB) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak
diberlakukannya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama
(KPP Pratama) tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga
wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan
proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB
akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah tertentu,

dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah.

2.3.3 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai
berikut:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerabh.
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pasal 71-80.

c. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan Kabupaten Bondowoso.

2.3.4 Wajib, Subjek, dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau
Bangunan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi wajib
pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan. Perolehan atas tanah dan bangunan meliputi sebagai berikut:
a. Pemindahan hak karena;
1. jual beli;
tukar menukar;
hibah;
hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;

© o N o 0 bk~ wDN

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

[HEN
o

. penggabungan usaha;

[N
[N

. peleburan usaha;

[EEN
N

. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.

b. Pemberian hak baru, karena:
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1. Kelanjutan pelepasan hak; atau

2. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah dan bangunan, terdiri dari:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Hak milik, turun-temurun, terkuat, dan terpengaruh yang dapat dimiliki orang
pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;
hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-
undangan yang berlaku;

hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang
ditetapkan dalam undang-undang;

hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau dikuasai langsung oleh Negara
atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa
atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan
dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan yang bersifat
perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga
hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan;

hak pengelolaan, hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain,
berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah
untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah

tersebut pada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

2.3.5 Bukan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bagunan

Pada BPHTB tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan

dikenakan pajak. Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang
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diperoleh oleh orang atau badan tertentu. Menurut Siti Resmi (2015:264) objek

pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum
lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2.3.6 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau

Bangunan

Tarif Pajak BPTHB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota
untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah/kabupaten diberi
kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda
dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari lima persen.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010
pasal 75 tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5%
(lima perseratus). Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan
pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) dengan formulasi sebagai berikut:

BPHTB = 5% x (NPOP - NPOPTKP)
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Keterangan:
BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

2.3.7 Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten. Adapun dasar pengenaan dan tarif

pajak BPHTB Kabupaten Bondowoso diatur pada Peraturan daerah Kabupaten

Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 pasal 74, yaitu:

a. Jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar-menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

o o

hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

o Q@ -+ o

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap adalah nilai pasar;

I. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar;

J.  pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

K. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

I. peleburan usaha adalah nilai pasar;

m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

n. hadiah adalah nilai pasar;

0. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.
Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek
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Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan PBB P2 pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.

2.3.8 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

NPOPTKP adalah suatu besaran tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan
pajak. Apabila NPOP yang menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek BPTHB
kurang dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek pajak tersebut tidak ada
BPHTB yang harus dibayar atau tidak terhutang BPHTB. Semntara apabila NPOP
besarnya lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan maka besarnya pajak terhutang
dihitung dari selisih antara NPOP dan NPOPTKP (Marihot Pahala Siahaan,
2010:591).

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) diberikan
untuk setiap perolehan hak sebagai pengurang penghitungan BPHTB terutang.

a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan
sebesar Rp 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak (PERDA Nomor 15 Tahun
2010);

b. dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (PERDA Nomor 15
Tahun 2010);

c. jika Nilai Perolehan Pajak Kurang dari Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP), maka Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak
adalah nihil.

2.3.9 Saat Pajak Terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 tahun 2010 pasal 77
mengatur tentang saat terutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan dengan ditetapkan untuk:

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

m.

n.

0.

20

tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya
ke Kantor Pertanahan;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatanganinya akta;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal
ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau
kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang;

putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak;

pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani
dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;
pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda-tanganinya akta;

hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak dengan

menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

2.4

2.4.

Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli
1 Pengertian Prosedur

Menurut kamus pelajaran sekolah, prosedur adalah tahap kegiatan untuk
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menyelesaikan suatu kegiatan (2003:523). Jadi, prosedur adalah serangkaian
tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses yang
dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang
diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur dapat

mengakibatkan sebuah perubahan.

2.4.2 Pengertian Prosedur Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli

Setelah memahami pengertian prosedur, dapat disimpulkan bahwa
prosedur validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah tata cara
atau langkah-langkah untuk mengoreksi kelengkapan dokumen yang dapat
dipastikan bahwa data yang diajukan telah sesuai dengan kriteria yang diajukan.
Setelah itu, berkas yang akan diambil diberi nomor urut validasi guna
mempermudah pengambilan berkas. Prosedur validasi SSPD-BPHTB merupakan
langkah-langkah untuk mengoreksi data yang ada di lembar formulir SSPD-
BPHTB dengan dokumen pendukung wajib pajak seperti halnya mengoreksi
perhitungan NJOP, harga transaksi, dan perhitungan BPHTB terhutang.

Prosedur validasi SSPD-BPHTB menurut Peraturan Bupati Kabupaten
Bondowoso maksudnya adalah prosedur penelitian Surat Setoran Pajak daerah
BPHTB. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun
2010 BAB Il pasal 2 ayat 5, prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB sebagaimana yang dimaksud adalah prosedur verifikasi yang dilakukan
satuan kerja perangkat daerah yang membidangi atas kebenaran dan kelengkapan
SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. Pihak yang terkait dalam prosedur
validasi SSPD-BPHTB adalah wajib pajak selaku penerima hak dan bagian
pelayanan BPHTB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Bondowoso.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Latar Belakang Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bondowoso

Perubahan kewenangan daerah secara fungsi maupun struktur
pemerintahan, mengakibatkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian-
penyesuaian dalam menyeleggarakan pemerintahan sebagai konsekuensi terhadap
perubahan kewenangan. Disatu sisi dengan adanya pemberian otonomi
mengakibatkan daerah memiliki kemandirian untuk menentukan sendiri urusan
pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah sehingga diharapkan lebih
optimal dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran serta
kesejahteraan, akan tetapi disisi lain dengan adanya otonomi daerah berdampak
secara langsung terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan daerah.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu diatur
pemenuhan kebutuhan dana pemerintah melalui dana perimbangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.2  Visi, Misi dan Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Bondowoso
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, bagaimana Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso harus berkarya agar konsisten
dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan,
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi

22
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dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Visi Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso : “Terwujudnya

Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan yang Tertib, Efektif,

Efisien, Transparan dan Akuntabel”.

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung didalamnya, yaitu:

a.

Terwujudnya tata kelola PAD dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sebagai innovator dan pelopor
yang bertanggung jawab menciptakan dan menggali sumber daya guna
pencapaian hasil sesuai target jangka pendek dan jangka panjang organisasi
dan sekaligus memberikan kontribusi dalam pembangunan;

terwujudnya tata kelola keuangan daerah dimaksudkan bahwa Dinas
Pendapatan dan  Pengelolaan ~ Keuangan  kabupaten = Bondowoso
bertanggungjawab menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang
bersinergi dan terintegrasi dengan semua SKPD Kabupaten Bondowoso dan
berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006;

tertib dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan
kegiatan selalu dilakukan tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang
berlaku;

efektif dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan
kegiatan selalu terpenuhi sebagaimana hasil (outcome) yang diinginkan;
efisien dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan
kegiatan selalu mempertimbangkan rasio biaya dan manfaat (Benefit Cost);
transparan dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan
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kegiatan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang
membutuhkan informasi pengelolaan keuangan daerah;

g. akuntabel dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan
kegiatan selalu berpedoman pada aspek legalitas maupun formalitas agar dapat

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah.

3.2.2  Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso
Dalam rangka mewujudkan Visi-nya maka ditetapkan Misi yang diemban

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2013

-2018 sebagai berikut:

a) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur DPPK.

b) Mewujudkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang

potensial dan berkelanjutan.
¢) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut, maka

penjelasan masing-masing dari Misi adalah sebagai berikut:

Misi Kesatu

Sebagai “motor” penggerak pengelola pendapatan dan belanja daerah,

ketersediaan SDM pengelola keuangan daerah menjadi sangat penting, dan

menjadi  kunci  keberhasilan  proses pelaksanaan  penyusunan  dan

pertanggungjawaban APBD. Kualitas SDM pengelola keuangan daerah sangat

tergantung pada kemampuan dan keahlian para pengelola yang secara teknis

maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan berpikir

komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan

kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam

organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan Kkinerja

berkait dengan kesetiaan, logika dan etika.

Misi Kedua
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Sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, lain-lain pendapatan

daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah. Sejauh ini DPPK Kabupaten

Bondowoso berupaya terus menerus dan simultan untuk mewujudkan pendapatan

asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian pengelolaan

keuangan daerah dan berharap antara lain:

a. Dapat mewujudkan pencapaian hasil dan target yang progresif setiap kurun
waktu tertentu.

b. Dapat mewujudkan dan merealisasikan hasil sesuai tujuan pencapaian target
PAD.

c. Dapat mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan optimal dan
terus menerus.

Misi Ketiga

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel melalui mekanisme

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga

diharapkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dapat memenuhi

azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 13, tahun 2006.

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bondowoso
Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Dinas

Pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bondowoso, perlu adanya

kebijakan yang menjadi landasan implementasi kegiatan pembangunan. Kebijakan

tersebut adalah sebagai berikut :

a) Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional pengelolaan
keuangan daerah, contoh Kursus keuangan daerah (KKD), Kursus
Perbendaharaan dan lain-lain Penumbuhan wirausaha baru, penguatan
wirausaha dan kelembagaan serta peningkatan fasilitasi akses permodalan bagi
UMKM;
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b) melaksanakan sosialisasi PAD dan PBB bersama KP PBB di tingkat
Kecamatan dan desa disertai pemberian reward terhadap kepala desa yang
berprestasi;

¢) melaksanakan Bintek pengelolaan keuangan daerah kepada semua SKPD dan
mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dibidang

pengembangan Simkeuda.

3.3  Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bondowoso

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap
fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan
organisasi. Untuk menjadi organisasi yang baik, struktur organisasi bagi suatu
perusahaan atau instansi pemerintah mutlak diperlukan. Suatu organisasi dapat
berjalan baik apabila di dalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang
jelas, pembagian tugas, deligasi kekuasaan, tingkat-tingkat pengawasan, kesatuan
perintah, dan tanggung jawab serta koordinasi. Hal-hal tersebut dibentuk untuk
menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab.

Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso
nomor 12 Tahun 2013 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam rangka mencapai hasil yang baik
serta tercapainya tertib oganisasi dan data laksana tugas, maka Kantor Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso melaksanakan

struktur organisasi yang berbentuk garis sebagai berikut:
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Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

KEPALA DINAS

Sekertariat

v v v
Sub bag Sub bag Keuangan,
Penyusunan Sub bag Umum & Sub bag Keuangan
Program & Kepegawaian
Evaluasi
v v v v
. . Bidang PBB P2 Bidang Bidang Akuntansi dan
Bidang Anggaran Bidang Pendapatan dan BPHTB Perbendaharaan Pelaporan
1 L W | r ) ]
Seksi Anggaran Seksi Pendataan & Seksi Intensifikasi dan Seksi Pengelolaan dan . .
™ Pendapatan Pengembangan ™ Ekstensifikasi g Penyediaan Data | Seksi Akuntansi
Pendapatan Daerah
Seksi Anggaran ; ; ;
. Seksi Pengolahan Seksi Belanja ) .
> Belan_ja dan > e Ak et B Langsung Seksi Fasilitas
Pembiayaan 5| Seksi Penetapan N &

Seksi Pengendalian
Anggaran

¥ Seksi Penagihan

Seksi Pengolahan

Data & Informasi

Seksi Belanja Tidak
Langsung

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, 2016.

Informasi Keuangan

Le
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Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bondowoso dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

mempunyai tugas :

a)
b)
c)

d)
€)
f)
9)

h)
i)

)

Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD.
Mengendalikan Pelaksanaan APBD.

Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan
APBD.

Melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD.

Melaksanakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah.
Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan  pemungutan
pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh

Bupati.

Selain sebagai SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten Bondowoso juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas :

a.
b.

C.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.
Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Melakukan fungsi BUD.

Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.
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f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah.
Sekretariat

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi,

umum, kepegawaian dan keuangan SKPD. Bagian Sekertariat mempunyai fungsi:

1.

Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan;

2. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
3. pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi;

4.
5

. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan

pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan;

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

Sekretariat terbagi atas 3 (tiga) Sub Bagian Yaitu :

A. Sub. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:

1) Melakukan penyusunan program dan kegiatan.

2) Melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD.

3) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) SKPD.

4) Melakukan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)
SKPD.

5) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

6) Melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

b. Melakukan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan.

c. Melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan kepelatihan.

d. Melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usaha, dokumentasi,
statistik dan kesejahteraan pegawai.

e. Melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan pembinaan
disiplin pegawai.

f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

C. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
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Melakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Melakukan tata usaha keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD.

A wnp e

Melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

5. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bidang Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas Melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame,

parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain

PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan

lainnya. Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

)
K)

Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas;

perumusan bahan kebijakan dan petujuk teknis pengelolaan pajak daerah
selain PBB dan BPHTB;

pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran,
hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah;

pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan
daerah selain PBB dan BPHTB;

pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;

pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selain PBB dan
BPHTB;

pelaksanaan penelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan
BPHTB;

pelaksanaan penghitunagn, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah selain
PBB dan BPHTB;

pelaksanaan penagihan panjak daerah selain PBB dan BPHTB;

pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pendapatan selain PBB dan BPHTB;
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I) pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain
PBB dan BPHTB;
m) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu :
A. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas :
1. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran
mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah;
2. melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subyek dan obyek pajak
daerah selain PBB dan BPHTB;
3. melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subyek dan obyek
pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
4. melakukan tugas administrasi/tata usaha serta dokumentasi subyek dan
obyek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
5. melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD;
6. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran;
7. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan dan
pendaftaran;
8. melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan
BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
9. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan
Daerah.
B. Seksi Penetapan mempunyai tugas :
1) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada rencana
kerja Bidang Pendapatan;
2) melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah dan
besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang terhutang;
3) melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB
dan BPHTB;

4) melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penetapan;
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5) melakukan tugas administrasi/ tata usaha ketetapan pajak daerah dan

pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB,;

6) melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan

BPHTB yang berkaitan dengan penetapan;

7) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan

a.

Daerah.

. Seksi Penagihan mempunyai tugas :

Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana
kerja Bidang Pendapatan;

melakukan penagiahan pajak daerah dan lainnya selain PPB dan BPHTB,;
melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PPB dan BPHTB,;

. melakukan tugas administrasi/ tata usaha penagiahan pajak dan pendapatan

daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;

melakuan kegiatan koordinasi penagiahan pajak daerah lainnya selain PBB
dan BPHTB;

melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan

BPHTB yang berkaitan dengan penagiahan;

g. melakukan pengendalian teknis operasional penagiahan pajak daerah;

h. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan.

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan
Daerah.

4. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB
Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber

dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

serta penerimaan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan dan Perkebunan. Kepala

Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan perencanaan kerja bidang yang mengacu pada perencanaan

strategis dinas;

melaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis
pengelolaan PBB dan BPHTB,;
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pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;

pelaksanaan pembinaan dan paemantauan pelayanan PBB dan BPHTB skala
kabupaten;

pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelayanan, pendaftaran,
penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
pelaksaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada bidang Pendapatan PBB
dan BPHTB;

pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB dan dana
bagi hasi PBB Migas, Perhutanan, Perkebunan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PPB dan BPHTB mempunyai tugas :

a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada
rencana kerja bidang;

b) melakukan administrasi pendaftaran, pendataan obyek pajak baru PBB
sebagai obyek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan
Sismiop PBB;

c) melakukan verifikasi dan pemeriksaan dilapangan terhadap obyek pajak
(baik obyek pajak baru, mutasi sebagian/seluruhnya) serta penghapusan
obyek pajak;

d) melakukan proses administrasi pembetulan SPPT/SKP;

e) melakukan evaluasi ketetapan nilai jual obyek pajak;

f) melakukan penghitungan penetapan nilai obyek pajak PBB;

g) melakukan administrasi pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan,
penghapusan, kompensasi, restitusi, atas permohonan dari wajib pajak dan
penyelesaian permasalahannya;

h) melakukan pendistribusian dan penyampaian informasi atas ketetapan PBB
tahun berjalan;

i) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

J) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan
PBB dan BPHTB.
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B. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada
rencana kerja bidang;

2. melakukan pengadministrasian dan pemprosesan dokumen masuk pada
seksi penagihan PBB dan BPHTB;

3. melakukan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan
penagihan PBB dan BPHTB;

4. melakukan penatausahaan dan pemerosesan surat keputusan keberatan,
banding pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat
keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

5. melakukan penyelesaian usulan pemerikasaan dalam rangka penagihan PBB
dan BPHTB;

6. melakukan penagihan dan tunggakan PBB dan BPHTB;

7. melakukan penyiapan bahan pengahapusan piutang PBB dan BPHTB;

8. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
yang berkaitan dengan seksi Penagihan PBB dan BPHTB;

9. melakukan dan menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan
BPHTB;

10.melakukan penyelesaian permohonan mengangsur dan penundaan
pembayaran PBB dan BPHTB;

11.melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB
dan BPHTB;

12.melakukan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah;

13.melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan pencabutan sita;

14.melakukan pelelangan dan penyelesaian pembatalan permohonan lelang;
15.melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
16.melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan
PBB dan BPHTB.
C. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas :
1) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada

rencana kerja bidang;
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2) melakukan pengelolaan data PBB dan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT
sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;

3) melakukan penetapan ketetapan data obyek dan subyek sebagai tindak lanjut
adanya perubahan dan pengembangan data PBB;

4) melakukan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);

5) melakukan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data
PBB (SISMIOP PBB):

6) melakukan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan
pembayaran PBB dan BPHTB;

7) melakukan validasi penerimaan pembayaran SSPD BPHTB;

8) melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPAT,;

9) melakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB,;

10)melakukan penyempurnaan sistem pembentukan basis data PBB dan
BPHTB;

11)melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam
pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB;

12)melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan
PBB dan BPHTB.

5. Bidang Anggaran mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta
pengendalian pelaksanaan APBD;

b. melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPASKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD)
untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD/Perubahan APBD;

b) penyiapan bahan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPASKPD)/Dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah;
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penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan

daerah;

d) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;

e) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran;

f)

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Anggaran terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A. Seksi anggaran pendapatan mempuyai tugas:

T & o

o

a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan
pendapatan daerah;
b) melakukan konsilidasi data anggaran pendapatan;

¢) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran

. Seksi anggaran belanja dan pembiayaan mempunyai tugas:

a. Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan belanja
dan pembiayaan daerah;

b. melakukan konsolidas data anggaran belanja dan pembiayaan;

c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran.

. Seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas:

1) Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD;
2) melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja dan
Pembiayaan Daerah;

3) melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
4) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

Melaksanakan anggaran kas;

melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);

melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan
atau lembaga keuangan yang ditunjuk;

melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan PBD;

melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah;
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melaksanakan pengelolaan investasi daerah;
melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelakanaan APBD;
penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi;

penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas daerah;

penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;

penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perbendaharaan Terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A.

Seksi Pengelolaan dan penyediaan dana mempunyai tugas :

a) Melakukan penyiapan anggaran kas daerah;

b) melakukan penyiapan SPD;

c) melakukan administrasi teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

d) melakukan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah;

e) melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;

f) melakukan rekonsiliasi atas RKUD;

g) melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas;

h) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.

. Seksi Belanja langsung mempunyai tugas

a. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM yang diajukan pengguna anggaran
berupa SPJ;
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b. melakukan penerbitan SP2D belanja langsung;

c. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum daerah;

d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perbendaharaan.

. Seksi belanja tidak langsung mempuyai tugas :

1) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan pengguna
anggaran berupa SPJ;

2) melakukan menerbitkan SP2D belanja tidak langsung;

3) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
Anggaran atas beban rekening kas daerah;

4) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perbendaharaan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:

Melaksanakan koordinasi dan konsoliasi dalam rangka penyusunan laporan

keuangan;

melaksanakan koordinasi konsoliasi dalam rangka penyajian

informasi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai

fungsi:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah;

penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta
Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;

penyiapan bahan penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah;

pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang akuntansi terbagi atas seksi-seksi yaitu :

A.

Seksi akuntansi mempunyai tugas yaitu :

a. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
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b. melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan Realisasi
Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari
SKPD dan SKPKD;

c. melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD dalam
rangka penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan;

d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi
dan Pelaporan.

B. Seksi fasilitas dan informasi keuangan mempunyai tugas :

a) Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan;

b) menyajikan informasi keuangan daerah;

¢) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi
dan Pelaporan.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan

penulis di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur validasi SSPD-BPHTB merupakan langkah-langkah yang bermanfaat

untuk memfilter kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh wajib pajak.

. Pelaksanaan prosedur validasi SSPD-BPHTB pada bagian pelayanan BPHTB
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso telah
dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

. Pada bagian pelayanan BPHTB tidak melakukan verifikasi lapangan
dikarenakan Kantor Pertanahan yang terjun langsung ke lapangan untuk
meneliti, dan mengukur keaslian objek pajak. Jika ada kesalahan dalam
pengisian SSPD-BPHTB, bagian pelayanan BPHTB berhak mengganti data
yang ada pada SSPD-BPHTB berdasarkan berkas-berkas pendukung yang
terlampir.

. Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Transaksi
Jual Beli menggunakan self assesment system. Dalam hal ini, wajib pajak
sendiri yang menghitung dan menentukan besarnya pajak BPHTB yang

terhutang.

5.2 Saran

Pada dasarnya aktifitas yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan

aturan yang berlaku. Oleh karena itu, saran yang akan diberikan oleh penulis

bersifat tambahan pendapat atau masukan yang dapat bermanfaat bagi Dinas

73
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Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Saran yang akan

disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat (wajib pajak) tentang
pentingnya melakukan validasi SSPD-BPHTB agar dapat meningkatkan
kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk segera
mengajukan validasi SSPD-BPHTB lebih meningkat.

2. Perlunya arahan kepada masyarakat agar melakukan pengisian SSPD-BPHTB

dengan jujur dan benar sesuai dengan keaslian objek pajak.
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Lampiran A: Surat Permohonan Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586

Jember 68121 Email - fisipGunej ac id
Nomor : 363/UN25.1.2/SP/2016 5 Pebruari 2016
Lampiran  : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

@

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
JI. Letjen Suprapto No. 68, Kabupaten Bondowoso
Bondowoso

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Illmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM Program Studi

1. | Rachma Yushardianti 130903101002 Diploma III Perpajakan
2. | Alifia Nur Yanuarsih 130903101028 Diploma III Perpajakan
3. | Dea Noviliana P.P 130903101036 Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.
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Lampiran B: Surat Diterima Praktek Kerja Nyata

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor . 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495

BONDOWOSO

Bondowoso, 10 Februari 2016

Nomor 1 072/ ||% /430.11.3/2016 Kepada
Sifat : Biasa Yth.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Lampiran HE Keuangan Kabupaten Bondowoso
Perihal . Rekomendasi Magang / Praktek di -
Kerja Nyata (PKN) BONDOWOSO
Dasar :".1. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 64 Tahun 2011

2. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Menimbang : Surat Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jember tanggal 05
Pebruari 2015 Nomor : 363/UN25.1.2/SP/2016 perihal Permohonan
Rekomendasi Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN) atas nama Rachma
Yushardianti, Alifia Nur Yanuarsih, Dea Noviliana P.P

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NO NAMA NiM PROGRAM STUDI
1 | Rachma Yushardianti 130803101002 Diploma Ill Perpajakan
2 | Alifa Nur Yanuarsih 130903101028 Diploma Ill Perpajakan
3 [ Dea Noviliana P.P 130903101036 Diploma Il Perpajakan

Untuk melakukan Magang di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bondowoso,mulai tanggal 22 Pebruari s.d. 22 Maret 2016.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dimohon kesediaan saudara untuk memberikan bimbingan
dan pembinaan terhadap mahasiswa dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
R ATEN BONDOWOSO

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
2 Nalkan Ealultae llmin Qncial Nan limi Palitik
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Lampiran C: Surat Tugas untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

Emanl , fisip o aneac.id

SURAT TUGAS
Nomor: 681/UN25.1.2/5P/2016

9

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso
nomor : 072/113/430.11.3/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 perihal Rekomendasi ljin
Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM Program Studi

1. | Rachma Yushardianti 130903101002 Diploma III Perpajakan
2. | Alifia Nur Yanuarsih 130903101028 Diploma III Perpajakan
3. | Dea Noviliana P.P 130903101036 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelo]aari

Keuangan Kabupaten Bondowoso, mulai tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan 22 Maret
2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret 2/[} 6

an Dekan |
Pembantu Dekan [,
f

Drs. Himawart Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bondowoso
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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Lampiran D: Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 333386 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Lusast. sisij

SURAT TUGAS
Nomor : 682/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas [lmu Sosial dan [Imu Politik Universitas Jember menugaskan képeda :

Nama : Galih Wicaksono, S.E,M.Si. Ak
NIP : 198603112015041001
Jabatan : Tenaga Pengajar

Pangkat, golongan : Penata Muda Tk, IlI/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas [Imu Sosial
dan llmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Bondowoso, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret
2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

!_No NAMA NIM %‘ Program Studi

; 1. | Rachma Yushardiant 130903101002 Diploma Il Perpajakan

| 2 Alifia Nur Yanuarsih 130903101028 | Diploma 11l Perpajakan |
| 3. | Dea Noviliana P.P 130903101036 I Diploma [II Perpajakan ‘

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret/26i6
an Dekan | \

Pembantu Deﬁan I,

i
Drs. Himawan\Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNE]J (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNE]
3. Kasubag Akademik FISIP UNE|
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Lampiran E: Surat Tugas untuk Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DANIL \[l 1’()[ ITIK

JI. Kalimantan - Kar 1331 133380

hoto e rlp. (L I3]0 333580,

r 68121 Email : fisipe

SURAT TUGAS

Nomor : 200¢'UN.25.1.2'SP:2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Il
Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik. maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang
Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut
dibawah ini :

Nama - M. Hadi Makmur, S.Sos. M.AP
NIP S 197410072000121001
Jabatan - Lektor

Pendidikan Tertinggi : S-2
U ntuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Aliffia Nur Yanuarsih
NIM - 130903101028
ludul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)

Pelavanan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan
Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bondowoso.

(Dalam Bahasa Inggris)
Payment Service for Acquisition Fee of Land  or Building Right ai
Revenue and Financial Management Service of Bondowoso Regena

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember. 11 \pn,f 2016
Pembantu Dekan Bl(l‘ll‘l“ Akademik.

Drs. Himawan Bava Patriadi. MLAL PhD. %
lembusan : NIP 19610828 1992011001
1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan llmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma [l Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian

3. Mahasiswa vang bersangkutan

0. Arsip &
7
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Lampiran F: Angket Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisip.uneji@@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER
NO INDIKATOR PENILAIAN St
ANGKA HUVRUF
1 | Penguasaan Materi Tugas 2c A
2 | Kemampuan/Kerjasama gs A
3 | Etika 90 A
4 | Disiplin 90 A
NILAI RATA-RATA o1& A
Identitas Mahasiswa yang dinilai :
Nama : ALIFFIA NUR YANUARSIH
NIM : 130903101028
Jurusan : llmu Admistrasi
Program Studi : Diplomma III Perpajakan
Yang Nilai :
Nama : ERIKA RACHMAWATI, S.Sos.
Jabatan : Kasie Intens dan Ekstens Bidang PBB dan BPHTB
Instansi : DPPK Kabupaten Bondowoso
Tanda Tangan
(ERIK Sos)
NIP. 19780429 200212 2 005
Mengetahui
IDANG PENDAPATAN
DAPATAN DAN
AN KEUANGAN
BONDOWOSO
PEDOMAN PENILAIAN :
NO | ANGKA | HURUF | KRITERIA
1. 80> A Sangat Baik 12
2. | 70-79 B Baik _ B Dembine /3
5160 269 C Cukup Baik NIP. 19680414 199011 1 001
4. 50-59 D Kurang Baik
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Lampiran G: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Februari)

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

RS PEADKPATAN DAR PENGELOLUANKELANGAN

Jalan Letjen Suprapto No. 68 Telepon (0332) 421819
BONDOWOSO

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
MAHASISWA DIPLOMA lll PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : ALIFIA NUR YANUARSIH
NIM : 130903101028
BIDANG PKN : PBB dan BPHTB
No TANGGAL TTD KETERANGAN

fi
22 Februari 2016 | 1 [~ -
L

1 i

2 23 Februari 2016 , 2 ﬂ‘

3 24 Februari 2016 | 3 ﬂl A

4 25 Februari 2016 : 4

5 26 Februari 2016 | 5 i

6 27 Februari 2016 ) 8 LIBUR
7 28 Februari 2016 | 7 : LIBUR
8 29 Februari 2016 8 Jh

L

Bondowoso, Februari 2016

Mengetahui
BAG UMUM & KEPEGAWAIAN KABJD. PBB dan BPHTB
ARA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

UPATEN BONDOWOSO

- Drs. HERU SUKAMTO, M.Si
" Penata Tk. NIl d Pembina /IV a
NIP. 19610927 198703 2 006 NIP. 19680414 199011 1 001
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Lampiran G.1: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Maret)

MERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

B

NS PP DA EAGELLAA KRG

Jalan Letjen Suprapto No. 68 Telepon (0332) 421819

ONDOWOSO

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA
MAHASISWA DIPLOMA Il PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA - ALIFIA NUR YANUARSIH
NIM - 130903101028
BIDANG PKN : PBB dan BPHTB
No TANGGAL / TTD KETERANGAN
1 1Maret2016 |1/ E
2 2 Maret 2016 / 2 J:
3 3 Maret 2016 3= ,
4 4 Maret 2016 Y 4/~
5 5 Maret 2016 5 g LIBUR
6 6 Maret 2016 / 6 LIBUR
7 7 Maret 2016 7 ;
8 8 Maret 2016 i 8 f
9 gMaret2016 | g L HARI RAYA NYEPI
10 10 Maret 2016 " 10
11 11 Maret 2016 1 V
12 12 Maret 2018 ¥ 12 LIBUR
13 13 Maret 2016 13 LIBUR
14 14 Maret 2016 14 A
15 15 Maret 2016 | 154 I/
16 16 Maret 2016 !, 16 T
17 17 Maret2016 | 17 v
18 18 Maret 2016 K 18
19 19 Maret 2016 | 19 | LIBUR
20 20 Maret 2016 ) 20 LIBUR
21 21 Maret 2016 | 21 $-
22 22 Maret 2016 v 2%
? i
Bondowoso,  Februari 2016
Mengetahui

KA.SUB.BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN

KABUPATEN BONDOWOSO

KABJD. PBB dan BPHTB
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN/KABUPATEN BONDOWOSO

Drs. HERU SUKAMTO, M.Si
Pembina /IV a

NIP. 19680414 199011 1 001
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Lampiran H: Formulir Kegiatan Bimbingan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email - fisipunci@telkom net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

vame : AEea. Nur Yanuacih

NIM 1207903 01 028,

Jurusan Ilmu Admmlstms1

Program Stud1 1p|oma HI P

Alamat Asal fﬂf koro 97,

?/ W?» mn Bondowioro.

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)
fjh anan PembaHaran bPeea Verokhan Hak atas Tanah dan atau

onan. Dinas. n..dan. Penqdu[aan Kevanaan.
E;a tel omfowo;o P 3

(bahasa Inggris)

Dryment. Service for. Acavisition, fee of _land or Poilding .
Lighs.. at. Bevenve and “Tinancial. [V anagemen...Service. . 0{
Pondowoso...1egendy

Dosen Pembimbing : M. Had Mar:mur, c-gof.l MAP

TANDA
NO | HARVTANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
PEMBIMBING

'Sl /19- “0-20l6] 1120 W] A \udul

2 Kabu L-05-20w]_ 145 Wi | Menuahan lageran =
Watee e Huam ban | ¢ 92

1,2.34 dan Revsi pagt2dl 44

3 [Rapu /1805 - 206] 14.00 WiB [Menug robian Rewisi BAd | € &

1,2, dan 4 i

o

Komig (09-06-204] (415 Wi [Ravisi Judul 2n

5 [kams (106204 1{. 50 wib |Mengeranran revisi -

dodv! dan acc ujian

Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran I: Contoh SSPD-BPHTB Terhutang

85

BEA PE

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
ROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD -BPHTB)

BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar &

Untuk Bank yang Ditunjuk /
Bendahara Penerimaan
sbg. Laporan DPPK.

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO

‘PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lamber ini terlebih dahulu.

A 1. Nama Wafi> Pjak A0/ 3 “!Ht‘ﬂ_A _}g_;gl_ 1
2. NPWP
3. Alamat Waib Fajsk 9
< Kelurahan [ Desa Bk ENGABA s.RiRn WG K - BRI

d Tf. KahupaEe;!KnEa ...:.-_ ¢ 8 KodePos :

B.

),

1. Homor Objek Pajak (NOP) PBB
2. Letak Tanah dan f alau Sangurwn
"%, Kelurahan | Des.

@@EMWL‘W”W@]

4 RTIRW &,;m
75 Kecamatan ¢ ADGRGORE 6. Kabupaten /Kola - DOBRRWDED
Perhi NJOP PBB : "
Luss IOP/m’
Uralan { Dilsi fuas tanah dan/alau banunen | Disi berdasarkan SPPT PEB ahun |9'!86fﬂl'8
yang haknya digperolah peralshan hak } Tahun ... R
Tanah { Bum)) 7. we o Ap. %ﬁ'iﬁp
. -
Bangunan 8. m 10.| Rp. i
NJOP PEB :

15, Jenis perolehan hak atas tanah dan /4
18. Nomor Sertifikat :

tau bangunan :
g ;

4. Harga Transaksi / Nilai Pasar :

D . Pengurangan dihitung sendiri

O

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SESELUMNYA Rp.
D. PENGHITUNGAN BPHTE { hanya dilsf berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak | NPOP ) memperhatikan nilai pada 8,13, B.14 da1C E 1. P Rp.
2. Nilai Perolehan Cbjek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP ) memperhatikan nilai pada G 2.9 Rp.
L 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak | NPOPKP ) angka 1 - angka 2 3.|B Rp.
£7 4 Bea Perclehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan yang terhutang 5% x a'ngha 3 4.{p Rp.
[,
| ™ F
- E. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN :
.. Pengnitungan Wajib Pajak
D b.  STPD BPHTE / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN ) Nomor . Tanggal :

menjadi I:l:| % berdasar Peraturan Bupal Bondowgsa nomor : 57 Tahun 2010

[tlengan humf)

(bardasarkan perhifunpan D4 dan pithen #E)

17 DEC 20

Bondowoso,

) h
(nam lengkalk tanda tangan)
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Lampiran I.1: Contoh SSPD-BPHTB Nihil Jual Beli

1500nn2

TOoa

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD - BPHTB )

BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUKI DAN BANGUNAN 'SPOB PBB}

4

DPPK dalam
Proses Penelitian

LEMBAR

DINAS FENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUAN/AN D AN ASET DAERAN :

BONIOWOSO

Perhatian Bacalah petunjk pengsian pada hatzman belakang lembar

edtah dahuly

A

( cooosar)

Nama Wagb Pajak : |P|O|E A

Dl

[ITTTTTTT]

rqlw

2 NPWP

3 Aamat Wayb Paak Desa Sekarputih

KefurshanDesa

Sekarputih

5 RTIRW

003/001

6 Fesamaln

Tegalampel

~

Kaoupalenkota Bondowoso

8 KodePus

Nomor Obyek Pagak (NOF) PEB
Letak Tenah dan elau Bangunan

Lsl5] [4]4} [1[3]o] |o]o]2| [o]3]0]

lo]ojols| |o]

-

)

Sekar Putih

Kelureha

< RTIRW

0. 063701

an Tegalampel

6 Kabupalenkola

Bondowoso

Perhiungan NJOP PBB

Luas
{ Difsi i tanah dan afau Dar
yang haknya diperoen )

Uraiar

NIOP Im?

{ Disi berdtasark sn SPPT PBE fatum e 55
paroihan hat { Taten

Lugs x HIOPIm?

!

~

220 o

Tanah {bum

-

9 |Ro. -

20.000 45.200.000

Bangunan ] 0

10.|Rp.

o

- 12

15 Jenis perokehan hek alas lanah dan alsu bangunan

Nomor Sertikat SHM 677 /Sekar Putih

14 "Harga Transaksi/ Niai Pasar

NJOP FER 13, 45.200,000

50.000.000 |

- AKLIMULASI NILA| PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

7 I

PENGHITUNGAN BPHTS { hanya diisi berdasarkan penghiungan Waj. Pajak )

1. Milai Perolehan Objsk Pejsk ( NPOP | memperhatien nia pade B 13, 814 dan G

50.000.000

Niai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pagak ( NPOPTKP ) mempe=-hatkan nila pada G

3 Nilai Perolehan Objek Pajek Kena Pajak (NPOPKP )

60.000.000

4 Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang fenutang

R AR S e
vewvv

Ro .

E.

p2 GAN zms r_.-’

. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN

Penghitungan Wajb Pajek

STPD BPHTE { SKPDB KURANG BAYAR { SKPDB
KIURANG BAYAR TAMBAHAN ")

Nemor

Tanagal

8
[] o
d -

Pengurangen dihiung sendin menjedi D:l %

O

d

berdasar Peraiuran KDH no

(dengan hunf

JUMLAH YANG CISETOR [dengan angka)
Rp. -

=NIHIL= -

(berdasarkan perhéungan 04 dar: piihan di E) )

s

e Mé&éemu

Bondowoss, 5. ‘ DITERIA OLEH g o\pras
WAJE PASK IPENYETOR RORLINOTAR TENPAT PEIBAIARAN BPHTD KEARATAN, PENGELOLAAN
i ! Tenggel AN ASET DAERAH

{nama lengkap & landa tangan) up, Slempel &1enda Engan)

(nama lenckep, skmpel &landa langan}

4

ens dan Ekspam

)

Ll.\hmnm.‘mIIEiIiIIIllIITIIIIil
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Lampiran 1.2: Contoh SSPD-BPHTB Kurang Bayar Jual Beli

i 7 L pbwopnag

. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH .
BEA PEROLEHAN HAK'ATAS TANAH: DAN: BANGUNAN

( SSPD - BPHTB))

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITA HUAN/OBJEKPAJAK .
-PAJAK BUMIDAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 6

Untuk Bank yang Dlu.inpkf
‘Bendahara Penerimazn

sbg. Laporan DPPK

nm‘xép‘a&bammm PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO

PERHATIAN BacaWarrpemmu?. pengisian pada halaman belakang lembar:|ni lerebin dzhulu,

R, O S uza g
A 1. NamaWajb Pajak  *: T |

__J,‘&%Mm : 15
nmm-

; .'INOWIOMPIIBK{NUF}FBB | I | l

& ’.2 Lelax'fanahdanlalau'mu@aw

40, Welurahan/Desa ©  Gpemhiand CARYIRWT TR &W
b Ketamatan b : e 6. Fabupsten /Kola : P
* “Perhitungan NJOP PB8 : .
—— ; T Luas "m@'ﬁg}nl
oty Uraian { Dl hune aneh den/etey baogunan (D] ardaserken SPRT PR fahun lofecinye |
b ywm. diperaih ) perciehan ha', ‘-"‘3:?':"1’ 'an:“mﬁ?:& S
Teneh (Eur) 1, n e |Re # : 1. |Rg, 4 ;
: sa24— ~925.000,% 500400z
Bangunen g m |10, Rp. 12,|Rp.
= ] | ”!'wtm
NJCP PEE | 13.|Rp.
. 01 h 00
15, Jonis prolahan hok s IV MR Boann e b4, | 1. Havga Tranaakal INTW Posari [Rp, ]
18. Nomor Sertifikat : :
. AKUMULAS| NILA PEROLERAN HAK SEBELUNNYA : R
. PENGHITUNGAN BPHTB ( hanya di bercesarkan panghiungan Wajb Fajak 1 6N, P00,
1. Nlal Perojshan Objek Pejak { NPOP ) mamperatien nils pas B.13, 8,16 dan 1.[™ Ro. Mm,
2. NIl Perclehan Obje Psjak Tidak Kena Pajai (NFORTKF ) mempc helian nial pada C 2 |» Rp "ﬂ,m“ e
L. 3" Nl Perciahan Qbjek Fajak Kang Paja { NPORKF ) ) " argaieengka? | 3| R, M“ =
& annu‘muhanHmmmmam:wséng'fmnvang-:emmm Saangktd | 4| Ro,
. JOREAH SETORAN BERDASARIAN :
al Penghitungan Walib Pajak
(] 5 sTP0BPHTE SKeDB KLRANG BAVAR /8KPDB i
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) oo [-409 Tonggal: 13-12-20 14

D €. Pengurangan dihilung sendirl menjedi E]:]«. berdasar Paraluran Bupall Bondowaso nomor : 57 Tahun 2010

[ Rp.

JUMLAH ?AHMM lnmlcn}: | [dermnB@lspan Juta Hn walus w m [ 8 “‘

{berdasarken partlungan D4 dan pilben df ] - \

l 3 JAN 2015

loweso, .
WMIBHMA JPENVETOR

'

87


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran J: Contoh Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB

)

()

I FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTE I
Lampiran ¢ 1 (Satu) Set ‘

Perihal : Penyampaian SSPD-BPHTB untuk Diteliti

Dinas Pendap dan Pengelolaan K g

Kabupaten Bondowosa

Yang bertanda tangan dibawah Ini ;

Narna Wajib Pajak ‘. 3 f(ﬁ{"—g\' @-A-U] W[ pN m\ “LM

e AL LD LTI O] CTSENEL T

Aamat o Keolod W 1S/63 |, Bonfomvosp

Bersama Ini menyampalkan SSPD-BFHTB urtuk dielit atas perclehan hak atas tanah danjalau bangunan sshagaihar“ﬂmt :

SonfnofouslccufuuiRaaCa)

Alarnat

Desa/Kelurahan : @i{,@gﬂh M ;)'9/ 9& b Cn?(?t/l\@wu

Kabupaten/Kota . MU}DMQU

Melampirkan/menyerahkan dokumen sebagai berikut :
).
().

2

)

(3). Fotocopy Kartu Tande Penduduk (KTP) Wajib Pujak (Pihak Pertama & Pihak Kedua)

(4).

Surat Kuasa bermaterai dari Wajib Pajak *)
5

. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Krasa Wajib Pajak **)
(6). Fotocopy Kartu NPVIP Wajib Pajnk atau Kuasa Wiaijio Pajak (ka dikuasakan)

(7). Fotocopy Akte (=Jual BeliHibahiHibah WasiatW wis/Ket Waris/APHB, dst) dan Sertifikat Tana" Ohjelk Paj

Demikian disampailan untuk dapat dilakukan penalitian SPPD-BPHTR

2 ’ <
Bondowoso .. .t. 2 el L

Keterangan: =» »
*) corat yang tidak periy
*) dalam hal dikuasakan

Wajib PajalvKuasa Wajio Pajak *y
of

<

SSPD-BPHTB yang teftera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah WTPD) ) SSPL-BPHTE disertd bukt Penerimaan Dasrah
Fotocopy SPPT atau STTS/Stiuk ATM bukti perrbayaran PBB/Bukti Pembayarin lainnya Tahun .................

AEES

Ay JAvien b

1 , PENELITIAN

(dilsi oleh Petugas DPPK)

. Setelai melakukan pemeriksaan dan nenglaahan SPPD-BPHTE dan dokumen dari Waj

bahwa :

- Dala ol peiek termcantun delam SRR D-RPHTE teloh seauai

- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPO-BPHTE telah sesuai,

- Dokumen pendi ukung perclehan hak atas tanah danfatau bangunan telah lengkap.

jib Pajak, dengan ini kami menyatakan

——

v

v

Bondrwose, (2= 1° -2015

Fungsi Pelayanan
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Lampiran K: Contoh Formulir Pengajuan Data

O

()

[ FORM PENGAJUAN DATA j

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penelitan SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan permintaan
data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak : ‘H AL\ rJ ANET Pl Man

- 00000 000 00

serta dengan objek pajak atas

Nomor Objek Pajak (NOP) 3 [ﬁf:l * I ” i l b I il [ lol d IOiGIg

.

olels

JEEELE

ol

Atas perhatian dan ker asamanya kami mengucapkan terima kasih,

Botdowoso AT T, 20
Wajb-Pajakuasa Wajib Pajaic”)

“% .-

Hatps Ot 2

BERKAS PENGAJUAN VALIDASI AGAR DIURUTKAM SESUAI DAFTAR URUT DBAWAH INI :

(1. m Formuir isian SSPO-BPHTB

(2). Fotocopy SPPT PEB dari Objek Fajak yang diajukan
(3). E E Fatocopy KTP Pihak Pertama/Wajib Pajak (KTP yang mash berfaku)

4). [:i Fotocopy KTP Pinak Kedua (KTP yang masih berlaku)

(8). D Surat Kuasa bermaterai dari Wajib Pajak ™)
(6). : Fetocopy KTP Kuasa Wajib Pajal: ™)

. : Fotocopy Kartu NPWP Pihak Pertama & Pihak Kedua / Kuasa (jika dikuasakan)
(8). E Fotocopy : AKTE (=Jual Beli/Hibah/Waris/Ket Waris/APHB, dst) dan SERTIFIKAT TANAH OBJEK PAJAK

@ l:l Formullr Permonanan Penelitian SSPD-BPHTB & Form Pengajuan Data

Katerangan ;

*) coret yang tidak periy
") dalam hal dikvasakan
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Lampiran L: Contoh SPPT PBB
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Lampiran M: Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAEFAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Negara Kesatuan Fepublik Indonesia merupakan
negara hulum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indomesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewwjudkan tata kehidupan bangsa
YAng aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

behwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintshan Dasrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Dasrsh dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanzan Keuangan
antara Pemenintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyslenzearaan pemerintahan dasrah dilakukan dengan
memberikan kewenangan vang seluas-luasnya, disertal
dengan pemberian hak dan kewsjtban menyelengzaralan
otonomi dasrah dalam lesatuan sistem penyelengraraan
pemerintahan negara;

bahwa pajak daerah dan retribusi dasrah merupakan
salah satu sumber pendapatan dasrah yang penting guna
membiayal pelakeanaan pemerintahan dasrah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandinian daersh, perlu dilakukan
perluasan objel pajale daersh dan retribusi dasrah dan
pemberian diskres: dalam penetapan tanf,

bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi dasrah
dilalesanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntsbilitas
dengan memperhatikan potensi dasrah;

f bahwa...
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-2.

bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tshun 1997 tentang
Pajakk Daerah dan Retibusi Dasrsh sebagzimans telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajal Daerah dan Petribusi Dasrah perlu
disesuailean dengan kebijjalan otonomi dasrah:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan
huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak
Dascrah dan Fetribust Dasrah,

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat
(2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Dengan Persetuyjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN FAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menstapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

' 3

Dasrah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hulkum yang mempunyal batas-batas
wilayah vang berwenang menzatur dan mengurus urusan
pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat cetempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonssia.

2. Pemerintzh . . .
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Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Fepublik Indonesia yang memegang
keluasaan pemernntahan nesara  Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Fepublik Indonesia Tahun 1845,

Pemerintahan Dasrah adalah penyelengraraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintan Daerah dan Dewan
Perwakilan Falgrat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republk
Indonesia ssbagaimana dimaksud dalam Undanz-Undang
Dasar Negara Fepublik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupatl, atau
waltkota, dan perangkat Daerah ssbagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Dasrah.

Dewan Perwalilan Ralgat Dasrah, yang selanjutnya
disingkat DPFD, adalah lembaga perwakilan ralgat dasrah
sebagzal unsur penvelengrara Pemerintahan Dasrah,

Kepala Daerah adalah pubernur bazi Daerah provins! atau
bupati bag Dasrah kabupaten atau walikota bagi Daerah
kota.

Pejabat adalah pegawal yang diber tugas tertentu di bidang
perpajakan dasran dan/atau  retribusi dasrah sesual
dengan peraturan perundang-undangzan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundans-undanzan
yvang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau dasrah
kabupaten /kota dengan persetyjuan bersama Kepala
Dasrah.

Peraturan Kepala Dasrah adalan Peraturan Gubemur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pajalt Dasrah. yang selanjutnya disebut Pgjak, adalah
kontribusi wajib kepada Dasrah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untulk keperluan Daerah
bazl sebesar-besarnya kemalomuran ralorat.

11. Badan...
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14,

18.

16.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, balk yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melalkukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD| dengan nama dan dalam
bentuk apa pun. firma, kongsi, koperasi. dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasul kontrak mmvestasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat, dan digerakkan oleh peralatan telmilk berupa motor
atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energl tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersanglutan termasule alat-
alat berat dan alat-alat besar vang dalam operasinya
mengsunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
adr.

Eea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai aldbat
perjanjian dua pihak atau perbuatan septhak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah,
warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
pengrunaan bahan bakar kendaraan bermotor,

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis
bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk
kendaraan bermotor.

. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Alr Permukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah, tidak termasuk air laut, balk yang
berada di laut maupun di darat.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokck yang
dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .
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. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel.

. Hotel adalan fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yvang mencakup juga motel,
losmen, sabuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disedialkan oleh restoran.
Festoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencalup juga
rumah makan kafetaria, kantin, warunz, bar, dan

sejenisnya termasulk jasa boga katering.
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan

. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, dan/atau keramaian yang dinilomati dengan
dipungut bayaran.

. Pajak Fellame adalah pajak atas penyelensearaan reklame.
. Feklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang

bentuk dan corak ragamnya diramcang untuk tujuan
lkomersial memperkenallan. menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilthat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinllomati
oleh umum._

Pajak Penerangan Jalan adalah pgjak atas pengrunaan
tenapa listrik, balk yang dihasikan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Lozam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimsksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.

31. Pajak . . .

95


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31.

32.

33.

38.

39.

40.

41

42

il

Pajalc Parir adalah pajal atas penyelengzaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disedizkan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagal
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidalk bergerals suatu kendaraan
yvang tidak bersifat sementara.

Pajak Alr Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah.

. Alr Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tansh

atau batuan di bawah permukaan tanzh.

. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walset.

. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga

collocaha, yaitu collocalia fuchhap haga, collocaha maxing,
collocaha esculanta, dan collocahia linchi

". Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah pajak atas bumi dan/atau banzgunan yang dimiliki,
diluasal, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan. dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliput tanah dan
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten kota

Bangunan adalah konstruksi tekmk yang ditanam atau
dilelzatloan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

pedalaman dan/atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
bell yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transalkst jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harea denzan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Eea Perolehan Hal atas Tanah dan Bansunan adalah pajalk
atas perolehan halk atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hulum yang mengaldbatlkan
diperclehnya hak atas tanah dan/atau bansunan oleh
orang pribadi atau Badan.

43.Hak...
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Hak atas Tanah dan/atau Bansunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di
atasnya, sebagaimana dimalksud dalam undang-undang di
kidang pertanshan dan bangunan.

Sulbbjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yvang dapat
dikenalkan Pajale.

. Wajio Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesual
dengan  ketenfuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan dasrah.

. Masa Pajak adalah jangka waltu 1 |satu) bulan kalender

atau janglka waktu lain vang diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah paling lama 3 (Hizal bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wgjib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)

tahun kalender, kecuall bila Wajik Pajak menzrunakan
tahun bulu yang tidal sama dengan tahun kalender.

Pgjak yang t=rutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundanz-undangan perpajakan dasrah.
Pemunpgutan adalah suatu rangksian keglatan mulai dar
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besamya pajalk ataw retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribust kepada
Wajib Pajak atau Wajib PRefribusi serta pengawasan
penyetorannya.

. Surat Pemberitahuan Pajak Dasrah, yang selanjutnya

disingleat SPTFD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
dipunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan okjek
pajak, dan/atau harta dan kewsjiban sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dasrah.

. Surat Pemberitahuan Objek Pajak. yang selanjutnya

disinglat SPOP, adalah surat yang digunakan cleh Wajib
Pgjak untuk melaporkan data subjek dan objek Psjak Bumi
dan Banpunan Perdesaan dan Perkotaan sesual denzan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dasrah.

52. Surat...
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Surat Setoran Pajak Daerzh, vang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bulkti pembayaran atau penyetoran pajak
vang telah dilakukan dengan mengzunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas dasrah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dasran.

Surat Ketetapan Pajak Dasrah, yang selanjutnya disingkat
SKFD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besamya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pgjak.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pgjak Dasrah Kurang Bayar Tambahan,
vang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak vang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditstapkan.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya

disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak vang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarmya dengan
jumlah kxedit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada loredit pajal.

Surat Ketetapan Pajakk Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak vang menentukan jumlah kelebthan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutans.

Surat Tagihan Pgjak Dasrah, yang selamjutnya disingkat
STFD, adalah surat untuk melaslukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

60. Surat . ..
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan dasrah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Psjak Dasrsh, Surat Ketetapan Psjak
Dasran Kurang Bayar, Surat Kestetapan Pajak Dasrah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pgjak Dasrah
Nihil, Surat Ketetapan Pajalkk Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalsh surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Psjak Dasrsh, Surat Ketetapan Psjak
Dasrah Kurang Bayar, Surat Kestetapan Pajalk Dasrah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajalc Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Psjak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan olsh pihak ketiga
yang digjulan oleh Wajib Pajak.

. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
digjukan oleh Wajib Pajak.

. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mensumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewgjiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, vang ditutup densan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periods Tahun Pajak terssbut.

. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,

adalsh pungutan Dasrah sebagal pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Dasrah berupa usaha

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untult tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinilmati oleh orang
pribadi atau Badan.

67.Jasa...
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. Jasa Usaha adalah jasa vang disediakan oleh Pemerintah

Dagrah dengan menzanut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasamya dapat pula disediakan oleh seltor swasta,

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Dasrah dalam ranglka pemberian izin kepada orang privadi
atau EBadan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas keglatan,
pemanizatan ruang, serta pengEunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu suna
melindung kepentingan umum dan menjaga kelestarian
linglkungan.

Wajtb Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut  peraturan  perundang-undangan  retribusi
diwgjibkan wuntuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemurzut atau pemotong retribusi tertentu.

. Masa Retribusi adalah suatu jangka walktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi Wajio Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Dasrah yang bersanghutan.

Surat Setoran Petribusi Dasrah, yang selanjutnya disingkat
S5ED, adalzh bulti pembayaran atau penyetoran retribusi
vang telah dilakulkan dengan mengsunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dasrah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang czelanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besamya jumiah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Fetribusi Dasrah Lebih Bayar. yang
selanjutnya disingkat SKREDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah loredit retribusi lebih besar
danpada retribusi yang terutang atau seharusrya tidak
terutang.

Surat Tagithan PRetribusi Dasrah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda

75. Pemeriksaan . . .
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Pemerilccaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukt yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguwji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dasrah dan retribusi
dan/atau untuk tjuan lan dalam ranska melaksanakan
letentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan
dasrah dan retribusi dasrah.

. Penyidikan tindalk pidana di bidang perpajakan daerah dan

retribusi adalah seranzkaian tindalkan vang dilalukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan dasrah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya,

BAEBI
FPAJAK

EBagian Kezatu
Jenis Pajak

Pasal 2
Jenis Pajak provinel terdirl atas:
a. Pgjak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
¢. Pajak Bzhan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pgjak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
Jeniz Pajak kabupaten /kota terdiri atas:
Pajak Hotel;
Pajak Festoran:
Pajak Hiburan;
Pgjak Feldame:
Pajak Penerangan Jalan;
Pajalk Mineral Bukan Logam dan Batuan:

e R s

g Pajak . ..
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g Pgjak Parldr;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dasrah dilarang memungut pajak selain jemis Pgjak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Jenis Pajak sebagaimana dimalksud pada syat (1) dan ayat
(2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang
memadal dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Dasrah
yvang ditetapkan dengan Peraturan Dasrah.

Khusus untuk Dasrah yang cetingkat denzan dasrah
provinsi, tetap: tidak terbagl dalam daerah kabupaten/kota
otonom, seperti Dasrah Khusus Ibukota Jakarta, jemis
Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dar
Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah
kabupaten /kota.

Bagan Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Objek Pajal: Kendaraan Bermotor adalah lepemilikan
dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Termasuk dalam pengertian  Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan
bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan
di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yvang
dioperasikan di air dengan uluran isi kotor GT 5 (ima
Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a  kereta api;

b. Kendaraan Eermotor yang semata-mata digunakan
untul keperluan pertahanan dan keamanan negara;

¢. Kendaraan . . .
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Pasal 82
Tahun Pajak adalah jangka waltu 1 (satu) tahun kalender.

Saat vang menentukan paak yang terutang adalah
menurut keadaan cbjek pajak pada tangzal 1 Januan.

Tempat pajak vang terutans adalah di wilayah dasrah yang
meliputi letak objek pajak.

Pasal 83
Pendataan dilalukan dengan mengsgunakan SPOP.

SPOP cebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan
disampaikan kepada Kepala Dasrah yang wilayah kerjanya
meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) har kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh
Subjek Pajak.

Pazal 24

Berdasarkan SPOP, Kepala Dasrah menerbitkan SFPT.

Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal

sebagzal berilout:

& SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2)
tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur
secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranzan lam
temyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dan
jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas

Eea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(1)

12)

Pasal 85

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

& pemindsahan . . .
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(3) Hak
adalah:

(4)

e oo o

= d%s

pemindahan hak karena:

1) jual beli;

2| tukar menukar;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) wans;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hulkum
lain;

7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8] penunjukan pembeli dalam lelang;

9| pelaksanaan putusan halom yang mempunyal
keluatan hulum tetap;

10} pengzabungan usaha;

11} peleburan usaha;

12} pemekaran usaha; atau

13} hadiah.

pemberian hak baru karena:

1) kelanjutan pelepasan hak; atau

2| diluar pelepasan hak

atas tanah csebapamana dimaksud pada ayat (1)

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakal;

hak milik atas satuan rumah susun: dan
hak pengelolaan.

Ohbjek pajak yang tidak dikenakan Eea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

perwalalan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik:
negara untuk  penyelenggarasn  pemerintahan

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentinzgan umum;

¢. badan . ..
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(1)

(2)

(1)

(2)

-44-

c. badan atau perwaldlan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
dengan syarat tidak menjalankan wusaha atau
melakukan keglatan lain di luar fungsi dan tugas
badan atau perwalalan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubanan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf, dan

f. orang pribadi atau Badan yang dipunakan untuk
kepentinzan ibadah.

Pasal 86

Subjek Pajalkc Bea Perolchan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Halk atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajalk Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 87

Dasar pengsnaan Bea Perolehan Hak atas Tansh dan

Bangunan adalah Nilai Perolehan Oljek Pajalk.

Nilai Perolehan Okjek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam hal:

jual beli adalah harga transaksi;

tuksr menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

pemasukan dalam peseroan ataw badan hulum

lainnya adalah nilai pasar;

g pemisahan hak yang mengalabatkan peralihan adalah
nilal pasar:

h. peralinan hak karena pelaksanaan putusan hakim
vang mempunyal keltuatan hukum tetap adalah nilad
pasar:

e oRo S p

1. pemberian . . .
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(3)

[4)

13)

(6)

-45-

1. pembenian hak baru atas tanah sebagal kelanjutan
dan pelepasan hak adalah nila pasar;
pembenan hak baru atas tanah di luar pelepasan hak
adalah nilai pasar;

penggabungan usaha adalah nilal pasar;

peleburan usaha adalah nilal pasar;

pemelkaran usaha adalah nilal pasar;

hadiah adalah nila pasar; dan/atau

penunjukan pembell dalam lelang adalah harga
transaksl vang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolshan Objek Pajak sebazaimana dimaksud
pada ayat (2) huwuf a sampai dengan huruf n tidak
diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
digunalkan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada tzhun terjadinya perolehan dasar pengenasn yang
dipaka: adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupish) untuk setiap Wajib Pajak.

Dalam hal perolshan hak karena waris atau hibah wasiat
vang diterima orang pribadi vang masih dalam hubunzan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
lee atas atau satu devajat ke bawah dengan pember: hibah
wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perclehan Okjek Pajak
Tidak Ksna Pajak ditetapkan paling rendah sebesar
Fp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

INila: Perolehan Objel Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan syat (5) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

—

°o PR K

Pasal 88

Tanf Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ditstapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Tarii Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ditetapkan dengan Feraturan Daerah,

Pasal 89 ...
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(1)

(1)
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Pasal 89

Besaran pokok Bea Perclehan Hak atas Tanah dan
Eangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebapaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2)
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dilurangi Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebazaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (6).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
terutang dipungut di wilayah dasrah tempat Tanah
dan/atau Bangunan berada.

Pasal 90

Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Halk atas Tanah

dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinysa akta;

b. tukar-menukar adalah sejak tangeal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

¢. hibah adalah sejak tangsal dibuat dan
ditandatanzaninya akta;

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya alcta;

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan
mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang
pertanahan;

f. pemasuksn dalam perseroan atau badan hukum
lainnya adalan sejak  tangzal dibuat dan
ditandatanganinya alkta;

. pemizghan hak yang mengalidbatkan peralihan adalah
sgjak tangpal dibuat dan ditandatanganinya alkta;

h. putusan haldm adalah sejakk tanggal putusan
pangadilan vanz mempunyal kekuatan hukum yang
tetap;

i. pemberian hak baru atas Tanah sebagal kelanjutan
dari pelepasan hak adalah  sejak  tangezal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j- pemberian _ . .
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(1)

(2)

13)

(1)

- 47

j. pembenian hak baru di luar pelepasan hak adalah

sgjak  tanggal  diterbitkannya surat  keputusan
pembenan halk;

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanzaninya alta;

1. peleburan usaha asdalah sejak tanpsal dibuat dan
ditandatanzaninya akta;

m.  pemekaran usaha adalah sejak tangeal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

n. hadiah adalah sejak  tangegal dibuat  dan
ditandatanganinya alta; dan

0. lelang adalah sejal tanggal penunjuklan pemenang
lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya

perolchan hak sebagaimana dimalksud pada avat (1),

Pasal 91

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan sstelah Wgjib Pgjak menyerahkan
bulkti pembayaran pajak.

Kepala kantor yang membidangl pelayanan lelang negara
hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak
menyerahlan bulti pembayaran pajak.

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melalukan
pendaftaran Hal atas Tanah atau pendaftaran peralihan
Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.

Pasal 92

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor
vang membidangl pelayanan lelang negara melaporkan
pembuatan alta atau risalah lelans Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Dasrah paling
lambat pada tangeal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tatacara. ..
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(2)

11)

(3

(1)

-48-

Tata cara pelaporan bagl psjabat sebazaimans dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Dasrah,

Pasal 93

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor
vanz membidang pelayanan lelang nesara, vang melanzear
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)
dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebesar Fp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
untuk setiap pelangzaran.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor
yvang membidangl pelayanan lelang negara, yvang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 agyat (1)
dikenalkan sanks: administratif berupa denda sebesar
Fp250.000,00 (dua ratus lma puluh ribu rupiah) untuk
setiap laporan.

Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 gyat (3)

dikenalkan sanksl sesual dengan Lketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAEIN
BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 94
Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntuklkan bag
kabupaten /kota di wilayah provinsi yang bersangkutan
dengan ketentuan sebagal berilut:
a.  hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
kabupaten 'kota sebesar 30% (tiga puluh persen):

b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor diserahkan lkepada kabupaten kota sebesar
70% (tujuh puluh persen|;

c.hasil. ..
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Lampiran N: Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONDOWOSO,
Menimbanz :memmmmmw

masyarakat  Unmik  mendulunz  pelayanan tersebut
%mbsmbapmbmmmnﬂmnmm
P

b. bahwa berdasarkan ketenmuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentanz Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pemenntah kabupaten Bondowoso diberi kewenangan
unmk memungut deberapa jemis Pajak Dagrah

¢ bahwa berdasarkan pertimbanzan sebazaimana dimaksud pada huruf a dan
buruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso
tentang Pajak Dasrah ;

Menzingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Taum 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tmmwr Juncto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1063 tentang Perubaban Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat I Surabaya (Lembaran Nezara
Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tamh!mlmbamNegm
Republik Indonesia Nomor 2730);

1, Undang-Undanz Nomor 5 Tahun]960 temtanz Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Unmum dan Tata
Can Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
hm}'w)‘ 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Imdomesia Nomer

5. Undang-Undang 19 Tabun 1997 tentanz Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3886) sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir
denzan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tabun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

§. Undang....
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tabun !Mmglhmkngmmgm
yang Berssh dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan N (Lembaran
Negara Republik Indonesaa Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undzng-Unﬁng Nomor 14 Tabun 2001 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 27 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4286);

9. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 temtang Perbendahaman Negara
(Lembaran Nezara Republik Indomesia Tahun 2004 Nomer 5. Tambahan
Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomer 4355);

10.Undanz-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Anr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomer 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4377),

11 Undangz-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan amuNemm&hdanm 2004
Nomer 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

43 .

I:.Un:g‘g-mm Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lings Jalan Rava
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomer 5023);

13 Undanz-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentanz Pemeniksaan Pengelolaan
dn Tangeunz Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor §6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 4400);

14 Undang-Undang Nomor 32 Tahwm 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tabun 2004 Nomer 125,
Tambshan Lembaran Negam Republik Indomesia Nomar 4437)

i telab dubab terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

15 Undanz-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemermtahan Daerah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nezan
Republik Indonesia Nomor 4438),

16.Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2004 tentang Jalan (Lembaran Nezan
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Nezan
Republik Indonesia Nemer 132);

17 Undang-Undanz Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mmeral dan
Bamban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Nezara Republik Indonesia Nomor 4059);

18 Undanz-Undang Nomeor 10 Tahun 2009 tentang Kepanwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomer 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4066).

10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayaman Publik
(Lembaran Negara Republik Indomesia Tabun 2009 Nomer 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5038);

NUM-UMW’STMMMMMM

Negan Republik Indomesia Talun 2000
mm)‘ 130 Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomeor

2. Undang ..
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21 Undang-Undanz Nomor 32 Tahun 2009 temtanz Perindungan dan

Pengelolan Lingkunzan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5058);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentanz Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acama Pidama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 3258);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
Dalam Rangka Penamhan Pajak denzan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 404¢) ;

24 Pennturan Pemenntah Nomor 58 Tahum 2005 tenmng Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
i???;l 140, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor

13 Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentanz Padoman Pembmaan
dn Pengawasan Penyelengraraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 165, Tambahan [smbaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4503);

26.Peraturan Pemerintzh Nomor 34 Tahun 2005 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4§55)

17 Penaturan  Pemerintah Nomor 43 Tabun 2008 tentang Air Tamah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4859);

28. Peraturan Pemenntah Nomer 69 Tabun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan lnsentf Pemunzutan Pajak Daenah dan Rembun Daenah
(Lembaran Negara Republk Indomesia Tabun 2010 Nomer 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5161).

HWMDMN@MBTMMMW
Pengelolan Keuangan Daersh sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

30.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pengeloban Keuangan Daenab (Lembaran Daenh Kabupaten Bondowoso
Tahun 2007 Nomor Seri, Tambahan Lembaman Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomar);

31 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tabun 2003 tentang
Penyidk Pegawai Negeri Sipl Daerah & lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bondowoso (Lambaran Daerah Eabupaten Bondowoso Tabun
2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso

Nomar),

31 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tabun 2008 tentanz
Orgpnisasi dan Tata Kerja Sekretamat Daenah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daemah dan Staf Ahli Kabupaten Bomdowoso
(Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomer 1 Sen D) .

33 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Talun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daenah (Lembaran daerah Eabupaten
Bondowoso Tahun 2008 Nomeor 3 Sen D) ;

Bersama

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN -
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAFRAH.

0o~

1L
.

13
14

15,
16.
17.

18.
19,

mgnhh pnhdlmnunmhunfamnﬁubmtim
UmmmmmmMmmmm
keperhuan Dasrah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan‘atau modal yang merupakan kesatuan bakk yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik nezara (BUMN), atau badan
mmaambw)mmmmmmmm

paniwisaiy, pesangerahan, rumah penzinapan dan sejemisnya, serfa rumah kos demgan
Jumiah kamar lebih dan 10 (sepubuhy).
Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

. mmmmmammmmmmm

Hiburan adalah semwua jemis tontonan, pertunjukan, permainan dan‘atau keramaian yang
dirdran denzan dpungur bayanz,

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenzgaraan reklame.

Reklame adalah benda. alat, perbuatan. atau media vang benruk dan comk razamnyva
d:mmgwﬁtmmhwmlmﬂaknmpmﬁmminm
dibaca, didengar. dirasakan, dan/atu dinikmati oleh umum

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penzgunaan tenaga listnk, baik yang dibasikan
sendin maupun diperoleh dari sumber lam.

Pengzunaan tsnaga stk dan sumber lain adalah penggumaan Lswik dan penyedia listnk
selain yang ditunyuk oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mimeral
mmmmmmuaMMmmmm

Mineral Bukan Logam dan Banuan adalah mineral bukan logam dan baruan sebagaimana
dimaksud di dalam peranuran perundang-undangan di bidang mineral dan bambara.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelengzaraan tempat parkir di luar badan jalan, batk yangz
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
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Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan vang tidak bersifat sementara
Pajak Air Tanah adalah pajak atas penzambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
MTMMnmmmmmhmmmmPMMn

mammwmmmmmkmmmm

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan sungm d wilayah

kabupaten.

Bangunan adalah konstruksi teknik vang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan sungai

Nilai Jual Objek Pajak, yang selaumya disingkat NJOP, adalah harza mta-mta yang
dmuohhdmmnknmﬂbﬂmu)ahmwx dan bilamana tidak terdapat

Hak ams Tanah dan‘atau Bangunan adalah hak ats tamah, termasuk hak pengelolaan,
beserta banzuman di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undamg-undang i bidang
pertanahan dan bangunan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan vang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembavar pajak, pemotong pajak,
dan pemurzut pajak, yanz mempunyai hak dan kewajiban perpyjakan sesuri demgan

Pajak unruk menghuring. menyetor, dmuhpukmpqimmg

subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terumng sampai kegiatan pemaghan pajak
kepada Wajib Papk SeITa PENZawasan penyelomnanya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjumya disingkat SPTPD, adalah surat yang
oleh Wajib Pajak dizumakan untuk melaporkan penghitunzan danatan pembayaran pajak.
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan‘atay harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dasrah

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selamjumya disingkat SPOP, adalah surat yang
dizunakan oleh Wajib Pajak unruk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketenfuan peraruran perundang-undangan
perpajakan dasrah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanfutnya disingkat SSPD, adalah buke psmbayaran
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggumakan formmlir atau telah
dﬂm&ngncnlmhhsmnmmm:mpmhﬂmmm

olek Bupag
Swnat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan

pajak yanz menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Sulpunhemlmnh]ﬂ Terutang, vang selanjumya disingkat SPPT, adalah surat yangz

dizunakan unmk memberitabukan besamya Pajak Bumi dan Bangzuman Perdesaan dan
Perkotaan yang terutanz kepada Wajib Pajak.

41. Sumat.....
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41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, vang selanjumya disingkat SKPDKB, adalah
surat ketetapan pajak vang mensnmukan besamya jumlah pokok pajak, jumiah kredit pajak.
jumish kekuranzan pembayaran pokok pajak. besamya sanksi admimistratif dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

4] Surat Ketetapan Payjak Daenah Kurang Bayar Tambahan yangz selanjutnya disingkat
SKPDKBT. adalah surat ketstapan pajak vang menenrukan tambahan atas jumlah pajak

4 mwmnmmmmwsm adabh surat
ketetapan pajak yang mmknmhhpﬁokpqlksmb&mpdmgnmm
wﬁmmﬁﬁmhwﬂ Pk

44. Sumat Ketetapan Pajak Daersh Lebih Bayar, yang selanjumya disingkat SKPDLB, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar danipada pajak yang temutang atau sehamsnya ndak tenutang.

45. Surat Taphan Pajak Daerah yang selanjumya disingkat STPD, adalah surat unfuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adminsseratif berupa bunga dan‘atau denda

46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang memberulkan kesalahan malis,
perundang-undangan perajakan daerah vang terdapat dalam SPPT. SKPD, SKPDEB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau SKK.

47.51nxmnkebmmadmhmmmshmmm.sm.
SKPDKB, SKEPDEBT. SEPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
p@*hﬂammdﬁ“uﬁh}*

48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak ams banding terhadap SKK yang
MM*WWPIJ*

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan vang dilakukan secam terarur unfuk
mm&mdmdmmﬁomnmm meliputi hara, kewajiban, modal,
pmghm]mdmhaymmmmlﬂhrgapmh!ndmpmmhmhmgm;m.ymg
d:mnphgmmmhpmkmngmhmpamdnlthbamgm&

50. mmmmmmumﬁmmmm
memunzus pajak dasrah.

5L mmmmmummtmm
atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeniksaan untuk mengwi kepatthan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atan
tujuan l:nd'iﬂ;m nngka melksamakan ketsmfuan peratwan perundang-undangan

51 Jasa adalah kegiann Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayaman yang menyebabkan
baranz, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dmikman oleh orang pribadi atu
Badan

53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan olsh Penyidik untuk mencan serta menzumpulkan bukti yang dengan bukti itu
m‘mbmmﬂtpﬂmdibﬂng‘ perpajakian daerah yang terjadi serta menemukan

54. pmpmmmmmmmmmnm:mpqumm
Sqnl tertentu yanz diben wewenanz khusus oleh umdang-undang

55. Pumd:l?eganNengapdDu:hsﬂmmad:mghtmmmthqm
Pegawai Negeri Sipil tertenty di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diberi
wewenang khusus olsh Peraruran pemundang-Undangan unmk melakukan penyidikan aras
pelangzaran Peraruran Dasrah;

BABIL..
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PAJAK DAFRAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2
Jenis Pajak Dearah rerdiri atas :
2. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran,
¢. Pajak Hiburan;
d Pajak Reklame;
. Pajak Penerangan Jalam:
f Pajak Mmen! Bukan Logam dan Batuan:
g Pajak Parkir,
b Pajak Air Tanah
1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banzunan
Bagian Kedua
Pajak Hotel
Paragraf 1
Nama, Objel, dan Subjek Pajak
Pasal 3
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disadiakan oleh hotel.
Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan olsh hotel dengan pembavaran
mﬁmmqsﬂmkmm;ugmﬂmbmhﬂmm
dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah aga dan hiburan.
(2) Rincian Pajak Hotel adalah Tarip Kamar hotel dikali jumiah pemakazan kamar hotel per han
dikalikan 10 % (sepuluh persan) selama 1 (saru) bulan.
(3) Tasa penumjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah faslitas telepon. faksimile,
teleks, internst, fotokopi, pelayanan cuci, setenika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya
yang disediakan atau dikelola hotsl
=) mmmmpkmmmmmmm:mm
2 Jmmmgg:lmmmgdsdmgpﬂn Pemerntah Pemermtah Provinsi
Pemerintah Daerah;

b. Jmmmkwdumdmsqensm.

C. jasatempat tingzal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaam, _

d. jasatempat tnggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, pant asuban, dan panti
sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasabiro perjalanan atau perjalanan wisata yang dapat dimanfaatkan oleh umum

£ Tempat Kos-kosan

Pasal §
(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan vang melakukan pembayaran kepada

orang pribadi atau Badan vang mengusahakan hotel.
(2) Wajib Pajak Hoeel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Pangnf. .


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31-
Pasal 68

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu | (sam) tahun kalender.
(2 ?mwmﬁﬂmmmmmm&pqﬂmm
(3) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januan dan berakhir pada tanzgal 31 Desember pada Tabun

yang berkenaan. . oo —
(4) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.
Pasal 69

(1) Pendataan dilakukan dengan menzgunakan SPOP.

P]SPOP!bagnmmdlmks:ﬁpaﬁm(l)m&mmmls.bu lm.!kqa
ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayzh kerjanya meliputi letak obyek
Sub?ekmh;ak -lambamya 30 (tiga pubuh) han kerja setelah angzgal diterimanya SPOP oleh

Pasal 70

(1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
(2) Kepala Daerah dapat mengehuarkan SKPD dalam hal-bal sebagai berikut:

ezuran,

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranzan lain ternyata jumlah pajak yanz tertang
lebih besar dan jumlah pajak yang dihitng berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh
Wajtb Pajak.

Bagian Kesebelas
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objel. dan Subjek Pajak

Pasal 71

Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

{I)ObjekpajakBuMManHﬁmsTMﬁangmmMPmlﬂnHﬁanh
dan/atau
P]ku&mﬂﬁmsrmmmms&mmmmm“u(l}m
a3 pemindahan hak
1) jual beli;
1) tukar menukar,
3) hibah
4 hl‘nahwmr

g pemsuhndalmpusm mnbadmlnm lam;
9 pd&mmhhmyngmmkehumhhmtup
10) penggabungan usaha,

11) peleburan .....
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11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah
b. pembenan hak baru karena :
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di uar pelepasan hak
(4) Hak atas tanah sebazamana dimaksud pada ayat (1) adalah :
2 Hak milik;

b. Hak zuna usaha;

¢ Hak guna bangunan;

d. Hak pakai

e Hak milik atas sanuan rumah susun; dan

{ Hak Pengeloban

Objek Pajak yang tidak dikenmakan Bea Perolehan Hak atas Tansh dan Bangunan adalah

objek pajak yang diperoleh ,

2. Negara unmk penyelenggaraan pemerintahan dan/atan untuk pelaksanaan pembangunan

b. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan
tidak adanya perubahan nama;

¢. Orang pribadi atau Badan karena wakaf. dan

d Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 73

(1) Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banzunan adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan dan Tanf Pajak

Pasal 74

(1) mwmmmMrmmmmmm
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :

2 jual beli adalah harga transaksi:

b. tukar menukar adalah nilai pasar,

¢ hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah mlai pasar;

e wans adalah nilai pasar;

f pmﬂm@mmmbﬂﬁuhmmhhnﬂnpﬂ

g pemisahan hak yang mengakibatian peralihan adabsh nilyi pasar.

b penlihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap adalah nalai pasar,
). pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar,
mmmmm

(3)

17
i
i
:
E
i

* hadiah adalah mlai pasar. dan atau
. penunjukan pembel dalam lelang adalah harga transaksi vang tercantum dalam risalah
learz

@) Jika....
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(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebazaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 2 sampai
dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dan pada NJOP yang digunakan dalam
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkoman pada mhun terjadmya
perolehan dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan

(4) Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kema Pajak ditetapkan sebesar Rp
60.000.000.- (enam pulub juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karsna warns atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi vang
masih dalam bubungan kelmarga sedarah dalam gans keturuman lures samu derajat ke atas
atu satu derajat ke bawah dengan pemben hibah wasiat, termasuk swmiisei, Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kema Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000.- (nga rams
Juta rupiah)

Pasal 75
Tanf Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banzunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Paragraf 3
Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan

Pasal 76

m Bmpok&huhnldmlhkuﬂm&dmﬁmgmmmdhmgm
cad menzalikan tanf sebagamana dimaksud dengan Pasal 75 demgan dasar pemgenaan
pajak sebazamana dimaksud dalam Pasal 74 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 avat (4).
(2) Bea Perolshan Hak atas Tanah dan Bangunan vang terutang dipungut di wilayah Kabupaten
Bondowoso tempat Tanah dan/atu Bangunan berada.

Pasal 77

1) Smwmmm&hpmmH&memlwmmw
jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanzaninya akea;
mmmwmmmmpmyam

hibah adalah sejak tangzal dibuat dan ditandatanzaninya akta;

hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
mmwmmwﬁ@mmmwmm

pmﬂmdﬂmpmmmhﬁnhtmhmyadﬂahsqtmplmm
ditandatangininya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkon peralihan adalah sejak fanggal dibuat dan
- - Im‘

b mmmﬁli::wm;qakmp{mpMnmmwk&m
i pemberian hak bars ates Tanah sebazai kelamjutan dari pelepasan hak adalah sejak
J. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkanmya surat
kepurusan pambenan hak;

k. pengzabungan usaha adalah sejak anggal dibuat dan ditandstanginya akea;
1. peleburan usaha adalah sejak tangzal dibuat dan ditandatangmya akta;
m. pm&ummahaadihhujtnngp[dx‘bmdndlnmwm
n. hadiah adalah sejak tangzal dibuat dan ditandatanpinya akta;
0. lelanz adalah sejak fangzal pemmyjukan pemenang lelang.

(2) Pujak vangz terutang harus dilumasi pada saat teradinya perolehan hak sebagaimana
dimaksad pada avat (1).

e o

(o]

Pasal 78..._
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Pasal 78

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akfa pemindahan Hak
atas Tanah dan‘atau Banguman setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(2) Kepah kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani
nsalah lelang Perolehan Hak aas Tamah dan/atau Banguman setelah Wajib Pajak
menyarahkan bukn pembayaran pajak

(3) Kepal kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah ata
wmﬂamrmmwmw&wmm

Pasal 79

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidang pelayanan lelang
Negara melaporkan pembuatan akea atau nisalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Barzunan kepada Bupat paling lambat pada anzzal 10 (sepulul) bulan berkumya

0 mmp&mhpwblmmwmmmm&m

Pasal 80

(])Pg‘abu Pembuat Akta TanahNotaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat

o)mmammmmmxpwmmm(mmm
rarus ribu rupiah) unruk setiap pelanggann.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor vang membidangi pelayanan lelang
pegana, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan
sanksi administranf berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima pukuh ribu rupiah)
b derers el

(3) Kepal Kantor bidang pertanahan yang melangzar ketenruan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanzan.

BABIN
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 81

(1) Pemumgutan Pajak dilarang diborongkan _
@ Smethtwtmmmtmmnghmwﬁ

atau dibayar sendin oleh wayib pajak berdasarkan perundang-undangan perpaj
@) qumﬁmmmmmmwwmﬁwn

dengan menzsunakan SEPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(%) Dokumen [ain vang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekening

pembayaran.
(5) Wajib pajak vang memenuhi kewajiban perpajakan sendin dibayar dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKEB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal §2
(1) Dalam jangka wakmu 5 (lima) tahun sesudah saat terutanzmya pajak, Bupati dapat
menerbiican:

a. SEPDEB....
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2.

2. SKPDKB dalam hal:
1. jika berdasarkan hasil pemenksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar,
setelah ditegur secara tertulis tidak disampatkan pada waktmya sebagaimana
ditentukan dalam surat t2guran;
3 meme&mmdﬁmm

n

b. SKPDKBT jika ditenukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang

¢. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SEPDEB sebagzaimana dimaksud pada ayat
mm:mnmmnmmmwmmn
(dua perseratus) sebulan dihimng dari pajak yang kurang atau terlambar dibayar ummuk
jangka wakm paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihinng sejak saat terutansnya pajak.

(3) Jumish kekuranzan pajak vang terutang dalam SEPDEBT sebagzaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b dikenakan samksi admumistratif berupa kemaikan sebesar 100%: (sematus
perserarus) dari jumlah kekuranzan pajak tersebut.

(4) Kenakan sebapaimama dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Waib Pajak

sendini sebelum dilakukan tindakan pemenksaan

(5) Jumish pajak yang terutang dalam SKPDEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3) dikenakan sanksi admimistratif berupa kemaikan sebesar 23% [thupuht]nm
perseranus) dari pokok pajak ditambah sanksi administranf berupa bunga sebesar 2% (dua
waku paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihinung sejak saat terutanznya pajak.

Pasal 83

(1) Tata cara penerhitan SKPD atau dokumen lain vang dipersamakan SPTPD, SKPDKEB, dan
SKPDEBT sebazaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dam ayat (5) diasur dengan
Penaturan Bupati.

(2) Ketenman lebth lanjur mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen
lain i SPTPD, SKPDKB, dan SEPDEBT sebazaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak
Pasal 84

(1) Bupat dapat menerbitkan SPTD jika -
2. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
€. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

(2) Jumlah kekurangzan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan hund b ditamsbah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
perseratus) setiap bulan unfuk palng lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutanzmya

(3) g}}:‘;@mm mhmgdﬂnyumldumhmpopmhwmdim sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atau ditagih melakhu STPD.

Bagian....
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pembavaran dan Penagihan

Pasal 85

(1) Bupat menenrukan tangzal januh tempo pembayann dan penyetoran pajak yang teruang
paling lama 30 (tiga puluh) han kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6
[mmmn@lamsmmmpm

(2) SPPT, SEPD, SEPDKB, SKPDERT, STPD, Surat Eepurusan Pembetulan Surat Keputusan
mmmsndmg.ymgmyeba&mm&pq*mgm&hm
mmammmammmmlmmm
lama | (saru) bulan sejak angzal diterbetkan

(3) Bupat ams permobonan wajib pajak sefelah memenuhi persyaratan yang ditenfukan dapat
memberikan persensjuan kepada wajib pajak unruk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 1% (dua perseratus) sebulan.

(4) Ketennuan lebih Lanjur mengeny: @2 cAra pembayamn. penyeforan. fampat pembayanr,
angsuran, dan pemmndaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT. SKPD, SKPDKB, SKPDEBT, STPD. Sumt
kurang divavar oleh wayib pajak pada wakrumya dapat ditagth dengan surat paksa.
(2) Penagthan pajak denzan surat paksa dilaksamakan berdasarkan peranwan perundang-

Bagian Keempat
Keberatan Dan Banding
Pasal 87
(1) Wanib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang dumumyuk
atas sesuam |
a SPPT.
b. SEPD;
¢ SKPDEB;
d. SKPDEBT;
e SKPDLB.
f SKEPDN dan
g

Pemotonzan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
penmdanz-undanzan perpajakn dasrah.
(2) Keberatan diajukan secara termulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang

Jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakm paling lama 3 (fiza) bulan sejak tanggal surat,
tangzal pemotongan atau pemunzutan sehazamana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika
wajib pajak dapat menunjukkan bahwa janska wakru iru ndak dapar dipemubi karena keadaan
di huar kekuasaannva,

(%) Keberatan dapat diajukan 2pabila wajid pajak telah membayar palng sedikut sejumlah vanz
telah disetuyu wajib pajak.

(5) Keberatan yang tidak mememuhi mnubapmuudmtmdpdaqm(l).ma)
avn@).(hnm(#)ndnkdnngppsebagnmkebmm;p dipernmbanzkan.

(G]Twhpmmmkeba’ammgmhﬂmol&mmpmhtmm

tanda pengirman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagm tanda bukt
pmmammkebcm -
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Pasal 88

(1) Bupati dalam jangka wakm paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
ditermma, harus membeni keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak,
atau menambah besamya pajak vang terutang.
O)MMMWMMMW(I}MMMMﬂW
suatu keputusan, keberatan yang diajukan terssbut diangzap dikabulkan

Pasal 89

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandine hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap kepurusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati
a)wm@mmm-ﬂmmmmm
bahasa Indomesia, demgan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
kepurusan diterima, dilampin salinan dan surat kepunisan ksberatan tersebut
(3) Penzajuan pemohonan banding menanzguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan |
(sata) bulan sejak tangzal penerbitan Purusan Banding.

Pasal 90

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
kelebihan pembavaran pajak dikembalikan denzan ditambah mbalan bunga sebesar 2%
(dua perseratus) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihirung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai
sanksi admmistratif berupa denda sebesar 50%: (lima puluh perseratus) dan jumlah pajak
mmmmmmammmwm

keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan banding sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
(lima puluh perseratus) sshazaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan ssbagian, wajib pajak dikenakan
sanksi admmistratif berupa denda sebesar 100% (serams perserams) dani jumiah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,
Dan Penghapusan ataw Pengurangan Sanksi administratif
Pasal 91

(J)Ampmhuqubh]ﬂmkMJManmmmmw
SKPD, KB, SEPDEBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dabam
kesalahan milis damatau kesalahan hitunz dan‘atau kekeliruan

mumya rerdapat ,
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan penmdang-undangan perpajakan daerah

(2) Bupad dapat:

3 mengunangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, demda dam
kenakan pajak yang terutanz meurut peranwan perundanz-umdangan perpajakan
mmmm:mmmmmmmwummmm
karena kesalahannya;
b. mensurangkan atw membatalkan SPPT, SEPD, SEPDKB, SEPDEBT atau STPD,
SKPDN atsu SKPDLB yang tidak benar.

¢ mengurangkan atau membatalkan STPD;

d membatalkan.....
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d. membatakan hasil pemenksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan
¢ menzunnzion ketetpan pyjak ermang berdasarkan pemmmbangan kemampuan
membayar Wagib Pajak atau kondisi terrenm objek pajak.
(3) Keteomuan lebih lanjt mengemai fata ca pengurangan atau penshapusan samksi
admindstratif dan pengururangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagamana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BABIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 92
(1) Ams kelr.hihm pembayanan  pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupad. 7 .

(2) Bupat dalam jangka wakmu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagamana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan kepumsan.

@) Aphhmmmmmmmdpadamta)mmmpmmmm

suaty keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
Mmmsmnmmmmmjmpmpmmlcmm
@ Aﬂwmwkmmmmgmﬂwmm pjak sebagaimana
(1) langsungz diperhinmgkan unnk melunasi terlebth dahubu umanz pajak

msebm.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SEPDLB.

BABV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 93

(1) Hak unfuk melakukan penagihan Pajak memjadi kedaluwarsa setelah melampaui wakm 3
(lima) tahun terhinng sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan dasrah.

P)Mtunmpmp‘hn?qtsebmqui(l)whpﬁﬂa
2 diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat

b. wmmmqummmmmmm
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebazaimana dimaksud pada ayat (2)
buruf a, kedaluwarsa penagihan dihirung sejak tanzgal penyampaian Surat Paksa tersebut.

{4)ngtummngmpksecnh;mgsebmamkﬂﬂpuhmmmbm
Wapb Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
mehmasinya kepada Pemenintah Daerah.

(ﬁhﬁmmumuﬂhmnhmﬁ&dp&m@hﬁbm
dan pengajuan permohoman amgsuran atau pemundaan pembayaran dam
pmﬂmhhsm:wldmaﬁbm

Pasal 94
(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lazi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dthapuskan
(2) Bupat: menetapkan, Keputusan Penzhapusan Prutang Pxjak Daenah vang sudab kedaluwarsa

dimaksud pada ayat (1).
3)Taa...
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(3) Tata cara penmghapusan piutang Pajak yang sudabh kedaluwarsa dianr dempan Peramran
Bupati.

BABVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 95

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha denzan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiza
Tams juta rupiah) per tabun wajib menyelengzarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Entsria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tat caa pembukuan atan
pencatatan sshazamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 96

(1) Bupat: berwenanz melakukan pemenksaan untuk menguy kepanshan pemenuhan kewajiban
parpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundanz-undangan perpajakan
daerah.

(2) Wayib Pajak yang diperiksa wajid:

a mmhmmmb&ummddmm;mgm

¢ memberikan ksteranzan yang diperiukan.
(2) Ketentuan labih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati

BABVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 97
(1) Instansi yanz melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberkan insentif atas dasar
(2) Pemberian insenif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diretapkan melalm Angzann

Pendapatan dan Belanja Daenah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insennf sebagaimana dimaksud ayat (1) diaur dengan
Peraturan Bupati.

BABVIO
PENYIDIKAN

Pasal 98

(1) Pejabat Pezawai Negen Sipil tertenmy di ingkunzan Pemermeah Dasrah diberi wewenang

mmwmmmﬁmmpﬂmﬁm@m
daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-umdang Hukum Acara Pidana

(2) Penyidik sebazaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertenn

di hngiungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuat

dengan ketepruan peraturan perundang-undangan.

3 angpmnﬂsebmdmﬁmdpihmt(l)m

2 menerima, mencari, menzumpulkan, dan menelifi keteranzan atu laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah azar keterangan atau laporan tersebut
memadi Jebih lengkap dan jelas;

b. meneliti mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebemaran perbuatan vang dilakukan sshubungan dempan tindak pidana
perpajakan Dasraly .

¢ meminta. .
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¢ meminta keteranzan dan bahan bukt: dan orang pribadi atau Badan sehubunzan dengan
tndak pedana di bidang perpajakan Daerah;

d. memenksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang

3 Wmmmmmmmmmmmm
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,

{ meminta banuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan mgas penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan Daerah:

g. menyurub berhend dan‘atau melarang seseorang meningzalkan ruangan atau tampat
mmmmmmmmmm
dan‘atau dokumen yang dibawa;

b memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
L mmnglmmmtmmmﬂummm
J. menghentkan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tmdakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak pidama &
bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peranuran perundang-undangan.
(%) Penvidik sebazaimana dimaksud pada ayat (1) memberitabukan dimulsinya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalu Penyidik pejabat Polist

Nezara Republik Idonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatwr dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

wnﬂwwmmmmmzmmm
denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak terutang yang tidak atmu kurang

Pasal 100
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah ndak ditumnut setelah melampaui jangka wakm 3
(lima) tahun sejak saat terutanznya pajak atau berakhimya masa pajak atau berakhimya bagian
tabun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 101

Denda sebazaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 83 merupakan penenimaan
NegaraDaenb .
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BABX
KETENTUAN FERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daenah
dan jenis Pajak kabupaten sebazaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur
dalam Peraturan Dasrah ini masih dapar ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat terutang.
BABXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal-hal yanz belum diatwr calam Peaturan Daemh imi sepanjang mengenai tekmis
pd&mmumkhhh]mmm&m

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah imi mulai beriaku -

2. Penanwan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bondowoso Nomor 7 Tahun 1998 tentang
Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat I Bondowoso
Tahun 1998 Nomor 1 Seri A).

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bondowoso Nomer § Tahun 1098 tentang
WWAWMEMDMTWHBMIM 1008
Nomeor X

¢. DPeranwan Daerah EKabupaten Daerah Tingkat 0 Bondowoso Nomor 9 Tahun 1998 tentanz
Pajak Daerah Eabupaten Daerah Tingkat I Bondowoso Tahun 1993
Nomar 3 Seri A).

d Penanwan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 11 Tahun 1998 tentanz
Pajak pemanfaatan Air Bawah Tansh dan Air Pernmkaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat I Bondowoso Tahun 1998 Nomor 5 Seni A),

e Peranran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tabun 2009 tentans Pajak Pensrangan
Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tabun 2009 Nomer | Seni C)

dicabut dan dinyatakan ndak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daenab ini mulai berlaku pada angzal

dindangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memennmahkan pengundanzan Peraturan Dasrah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tangl

BUPATIBONDOWOSO,
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Lampiran O: Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 57 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Menimbang

Mengingat

DAN BANGUNAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWQSO,

© a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ditetapkan sebagal salah salu jenis pajak yang dilakukan
pemungutannya di wilayah Kabupaten Bondowoso:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurut a, perlu
menetapkan Perziuran Bupati Bondowoso tentang Prosedur Pemungulan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daarah—

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita
Negara Republik Indoriesia Tahun 1950 Nomer 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1985 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 2730) ;

_ Undang Undang Momor 12 Tahun 1985 tentang Pajuk Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nemior 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3569)"

. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran MNegara Republh Indenesia
Nomor 3688) ;

. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 1999 MNomor 735,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang Undang Nomor *7 Tahun 2003 tentang Keuzngan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 3455)
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7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawah Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400) ;

8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421) ;

9. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

10.Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 4438)

11.Uhdang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049) ;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neagara
Republik Indonesia Nomor 4502) ;

14, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4737)

15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
No. 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah aiubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dagrah;

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Dinas Daerah ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah.

RACRAN ITHIC W AN
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MEMUTUSKAN :

- . Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  SISTEM  DAN PROSEDUR
= PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN BONDOWOQOSO

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso |
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso ;

3 Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Bondowoso |

4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang
selanjutnya disebut BPHTB |

K 5. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
danfatau bangunan oleh orang pribadi atau Badan ;

% 6. Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya. sebagaimana dimaksud calam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan ;

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, melipuli pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah |

8. Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan lerbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasl
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolekiif dan bentuk usaha
tetap ;

9. Pejabat Pembuat Akfa Tanah/Pejabal Lelang, adalah pihak yang
berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan ; :

10. Bendahara Penerimaan adalah psjabal fungsional yang ¢hitunjuk untuk
menerima, ~ menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,  dan
mempertanggungjawabkan  uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendlapatan Keuangan dan

= Aset Daerah ;

11. Bendahara ...
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11. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk  menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD

12. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak |

13. Dokumen terkait Perolekan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat -
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum |

14, Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjulnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk untuk
melakukan pembayaran atau penyeloran pajak terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah danfatau bangunan

15. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah danfatau bangunan dari satu
pihak ke pihak lain ;

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang lerutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan
melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas [lanah dan/atau
Bangunan;

b. prosedur pembayaran BPHTB;

c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTBY);

d. prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

e. prosedur pelaporan BPHTB;
f. prosedur penagihan;
g. prosedur pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akla Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur
penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak ;

(4) Prosedlur
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(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan clzh Wajib
Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi
yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi atas
kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya;

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur
pendaftaran akta kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan
penerbitan akta oleh PPAT

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak ;

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTS, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak
Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKFD Kurang Bayar
Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh kepala satuan
kerja perangkat daerah yang membidangi :

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana
dmaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan
persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang
dizjukan oleh Wajib Pajak ;

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sislem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, satuan kerja perangkat daerah yang membidangi harus
mempersiapkan fungsi yang dioutuhkan, meliputi :

a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan
¢. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan
pemungutan BPHTB seperti dalam proses penslitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB ;

(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak ;

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ berlugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk

RAR 1
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BAB Il
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akia Tanah (PPAT) atau Pejabat
Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas
objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Seloran Pajak Daerah BPHTB
yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

(2) Tala cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib  Pajak melakukan pembayaran BPHTB ferutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara
Penerimaan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ;

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran || Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan ;
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
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(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pemeriksaan lapangan

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah alau pendailaran
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan ;

(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi dapat melakukan
kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran
Pemindahan Hak .

(3) Tala cara pendaftaran Akla adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen dari  Bank danfatau  Bendahara
Penerimaan dan/atau PPAT ;

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penenmaan BPHTB
dari Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ;

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembualan akta
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

(4) Tata cara pelaporan Akla adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam _.....
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Bagian Keenam

Prosedur Penagit.an BPHTB

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang
belum dibayar oleh Wajib Pajak ;

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTE |

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan ;

(4) Tata cara pendafiaran Akta sebagaimana tercanium dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada
Fungsi Pelayanan untuk diteliti ;

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana lercantum dalam
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

. Pasal 13

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi melakukan
fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi,
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran
pelaksanaan peraturan Bupali ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sebagai landasan
operasionalisasi pelaksanaan pemungutan BPHTB akan diatur dan ditetapkan

lebih laniut oleh Bupati.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bondowoso

Ditetapkan di : BONDOWOSO
Pada langgal : 27 DESEMBER 2010

BUPATI BONDOWOSO

td

AMIN SAID HUSNI

Diundangkandi : BONDOWOSQ
Padatanggal : 27 DESEMBER 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWQSO TAHUN 2010 NOMOR 57

Salinan sesuai aslinya,

a/n. BUPATI BONDOWOSO
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WAWAN SETIAWAN, SH.
Penata Tingkat |
NIP. 19691114 189711 1 001
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Lampiran P: Dokumentasi

e

TEMPAT PELAYTANAN
PBEP2 & BPHTB

Gambar 2. Foto Bersama Pegawai DPPK Bidang PBB P2 dan BPHTB
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